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BUPATI SIJUNJUNG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIJUNJUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, strategi, 

dan rencana program pembangunan kepariwisataan 
Kabupaten Sijunjung, perlu disusun rencana induk 
pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung; 

b. bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3),  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2014-2025 menyatakan, 
rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten / 
kota diatur melalui peraturan daerah ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sijunjung 
Tahun 2017-2025; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik      Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5262); 

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1173); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 
Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 79); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2014 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2016 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 
2009 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031(Lembaran 

Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-
2021(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 

2016 Nomor 7); 
 

Dengan Persetujuan Bersama                                 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
 

 dan 
 

BUPATI SIJUNJUNG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN 
SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

 Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung. 

4. Bupati adalah Bupati Sijunjung. 
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik 
Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.  

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.  
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan 
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah 
daerah, dan pengusaha.  

8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan RIPKD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

kepariwisataan kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2016sampai dengan tahun 2025. 

9. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sijunjung 

adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang 
didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya yang 

terbagi atas 4 (empat) perwilayahan kepariwisataan; 
10. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di 

dalam   Destinasi   Pariwisata   yang   memiliki   tema   tertentu,   

dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas 
Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. 
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11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 
budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran 
atau tujuan kunjungan wisatawan. 

12. Kawasan PariwisataKabupaten Sijunjung adalah Kawasan Pariwisata 
yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan 
Pariwisata dalam skala Kabupaten Sijunjung. 

13. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan 
proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar 

sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi 
kebutuhannya.  

14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara 
individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, 

kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.  
15. Pemasaran adalah serangkaian proses mengkomunikasikan daya tarik 

wisata dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan untuk 

pengembangan Kepariwisataan.  
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling 

terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.  
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan 
Pariwisata. 

18. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta 

jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi 
pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya 

manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara 
berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian 
tujuan di bidang kepariwisataan.  

19. Prasarana Umum Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu 
lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat 
beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. 

20. Fasilitas Umum Kepariwisataan adalah sarana pelayanan dasar fisik 
suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam 

melakukan aktifitas kepariwisataan. 
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus 

ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, 

keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi 
pariwisata. 

22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang 

mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke 
destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi 

pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.  
23. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, 

menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan 

bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan 
kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan. 

24. Kompetensi adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, 
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 
oleh pelaku pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.  

25. Sertifikasi adalah proses penilaian kelayakan usaha dan pelaku 
Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, 

pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.  
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BAB II 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 
 

 Pasal 2  

(1) Pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017-2025, dilaksanakan 
berdasarkan RIPKD Kabupaten Sijunjung. 

(2) RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) memuat: 

a. visi;  
b. misi;  

c. tujuan;  
d. sasaran; dan  
e. arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017-2025.  

(3) Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sijunjung adalah terwujudnya 
“Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung yang Berbasis 

kepada Wisata Budaya dan Alam yang Inovatif dan Berwawasan 
Lingkungan”. 

(4) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b misi pembangunan 
kepariwisataan kabupaten meliputi : 
a. pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya 

masyarakat Sijunjung sebagai jati diri kepariwisataan daerah; 
b. pemanfaatan dan Pengelolaan terhadap sumber daya 

kepariwisataan sehingga dapat berdya saing dalam upaya 
meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf 
hidup masyarakat; 

c. optimalisasi potensi sumber daya alam daerah yang khas sebagai 
pendukung terciptanya pariwisata daerah yang berwawasan 

lingkungan; 
d. peningkatan daya saing pariwisata daerah di tingkat Nasional dan 

Internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata 

budaya dan pariwisata alam daerah yang berkelanjutan untuk 
menjadi unggulan Indonesia; 

e. peningkatan peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan 

kepariwisataan daerah  yang berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan; 

f. peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan 
masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 

g. terwujutnya masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, berdaya 
saing untuk mendukung tercapainya pariwisata daerah sebagai 
destinasi pariwisata unggulan Indonesia; dan 

h. pembangunan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan 

daerahyang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
(5) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c, meliputi:  

a. menciptakan kepariwisataan di daerah sebagai destinasi unggulan 
tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan daya tarik 

wisata alam dan budaya secara terpadu dan berkelanjutan sebagai 
pariwisata unggulan Indonesia; 

b. meningkatkan kinerja kepariwisataan daerah dengan menerapkan 

prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan 
pariwisata; 
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c. memunculkan nilai – nilai budaya yang tinggi dengan menggali 

lebih dalam potensi daya tarik wisata budaya daerah yang sudah 
maupun yang belum berkembang; 

d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan 

dan pemeliharaan asset-asset alam dan keragaman budaya di 
daerah; 

e. mengembangkan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata 

unggulan yang mendukung pembentukan identitas dan jati diri 
kepariwisataan daerah; 

 
f.      meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam 

pembangunan kepariwisataan di daerah, khususnya dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam 
menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan 

nasional dan internasional; 
g. menumbuhkan minat berekreasi penduduk setempat untuk 

mengembangkan pasar wisatawan lokal sebagai sumber pasar 

potensial bagi pengembangan pariwisata daerah; 
h. menciptakan masyarakat sadar dan cerdas wisata sebagai ujung 

tombak pembangunan kepariwisataan daerahyang berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan; 
i.      mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat Kabupaten 

Sijunjungdari pengembangan pariwisata daerah dengan membuka 
seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pembangunan 

pariwisata; 
j.      memperluas jangkauan pasar wisata pada tingkat regional, nasional 

dan internasional; dan 
k. meningkatkan sinergitas seluruh stakeholders dalam pembangunan 

kepariwisataan di daerah. 

(6) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi : 
a. pembangunan destinasi pariwisata; 
b. pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata; 

c. pembangunan pndustri kepariwisataan; dan 
d. pengembangan kelembagaan kepariwisataan; 

(7) Sasaran pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf a terdiri dari: 
a. terbentuknya kawasan-kawasan strategis kepariwisataan; 

b. tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran; 
c. meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan 

melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan 

d. terimplementasikannya panduan dan standar pengembangan pada 
setiap kawasan pembangunan; 

(8) Sasaran pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf b terdiri dari : 
a. terlaksananya pemasaran pariwisata daerah yang terpadu dan tepat 

sasaran; 
b. meningkatnya distribusi jumlah, penyebaran, dan kualitas 

wisatawan pada seluruh wilayah di daerah;  
c. terjalinnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala 

regional, nasional dan internasional;  

d. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk 
mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan 
kepada wisatawan; dan 
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e. terbentuknya citra yang kuat terhadap daerah sebagai destinasi 

pariwisata unggulan. 
(9) Sasaran pembangunan industri kepariwisataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) huruf c terdiri dari : 

a. terwujudnya iklim investasi kepariwisataan, sehingga mampu 
meningkatkan investasi kepariwisataan dalam rangka mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah; 

b. meningkatnya citra Kabupaten Sijunjung sebagai daerah sehat 
investasi kepariwisataan;  

c. terciptanya usaha-usaha kepariwisataan yang menerapkan standar-
standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif; 

d. meningkatkan peran serta jiwa kewirausahaan masyarakat pada 

pengembangan usaha kecil menengah; dan 
e. terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang kreatif dab 

berbudaya sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan 
budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan 
pariwisata 

(10) Sasaran pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
6 huruf d terdiri dari : 
a. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang 

berkesinanmbungan diantara seluruh stakeholders dalam 
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung;  

b. terciptanya hubungan kerjasama yang terpola dan 
berkesinambungan diantara seluruh pemangku kepentingan 
kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di 

Kabupaten Sijunjung;   
c. terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

profesionalisme pada bidang kepariwisataan;  
d. terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa 

kewirausahaan dan paradigm strategis; dan 

e. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan 
kepariwisataan. 

(11) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf e diarahkan pada:  
a. pembangunan Destinasi Pariwisata; 

b. pembangunan Pemasaran;  
c. pembangunan Industri Pariwisata; dan 
d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.  

 
Pasal 3 

(1) Pelaksanaan RIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha 
dan masyarakat.  

(2) Pelaksanaan RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut: 
a. tahap I, tahun 2017 - 2019; 

b. tahap II, tahun 2020 -2022; dan  
c. tahap III, tahun 2023 -2025. 

(3) RIPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling 
lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
 

Pasal 4 
(1) RIPKD menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah. 
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(2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dan masyarakat harus mendukung pembangunan kepariwisataan sesuai 
dengan kedekatan fungsi. 

  

Pasal 5 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berikutnya 
mempedomani Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ini. 

 
Pasal 6 

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB III 

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 
 

Pasal 7 

Pembangunan destinasi pariwisata meliputi:   
a. perwilayahan destinasi pariwisata daerah; 
b. daya tarik wisata; 

c. prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; 
d. aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata; 

e. pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan 
f. pengembangan investasi sektor pariwisata.  
 

Bagian Kesatu 
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah 

 
Pasal 8 

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 huruf a meliputi: 
a. kawasan strategis pariwisata daerah; dan 
b. kawasan pembangunan pariwisata; 

 
Pasal 9 

(1) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan 

pariwisata; 
b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial, untuk menjadi daya 

tarik wisata unggulan, dan memiliki citra yang sudah dikenal 

secara luas; 
c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional; 

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; 
e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan 

keutuhan wilayah; 

f.      memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup; 

g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan 
pemanfaatan aset budaya; 

h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; 

i.      memiliki kekhususan dari wilayah; 
j.      berada  di  wilayah  tujuan  kunjungan  pasar wisatawan  utama  

dan pasar wisatawan potensial daerah,maupun nasional; dan 



9 

 

k. memiliki potensi trend daya tarik wisata masa depan. 

(2) Kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf b ditetapkan dengan kriteria: 
a. Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya 

terdapat Daya Tarik Wisata Daerah; 
b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara 

luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional 

serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola 
pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;  

c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung 
penguatan daya saing; 

d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang 

mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; 
dan 

e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. 
 

Pasal 10 

(1) Perwilayahan destinasi pariwisata Kabupaten Sijunjung sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari : 
(1) kawasan strategis pembangunan pariwisata Kecamatan Sijunjung 

dan sekitarnya; 
(2) kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Sumpur Kudus – 

Koto VII dan sekitarnya; 
(3) kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Kupitan, IV Nagari, 

Lubuk Tarok dan sekitarnya; 

(4) kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Tanjung Gadang – 
Kamang Baru dan sekitarnya. 

(2) Peta perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 11 

Strategi untuk perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata meliputi: 
a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan 

pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah 
b. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan 

pariwisata daerahdan pengembangan pariwisata 

c. monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah daerah terhadap 
penerapan rencana detail kawasan pariwisata daerah 

d. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan 
masyarakat. 

 

Bagian Kedua 
Daya Tarik Wisata 

 

Pasal 12 
Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan: 

a. daya tarik wisata alam; 
b. daya tarik wisata budaya;  

c. daya tarik wisata religi;  
d. daya tarik wisata kuliner; 
e. daya tarik wisata ekonomi kreatif; 

f. daya tarik wisata sejarah; dan 
g. daya tarik wisata buatan. 
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Pasal 13 

Arah kebijakan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 12 
meliputi: 
a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong 

pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan 
pariwisata daerah; 

b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya 

saing produk dalam  menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang 
ada. 

c. remantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk 
dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang 
lebih luas; dan 

d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, 
keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah 

 
Pasal 14 

Strategi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi: 

a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan 
pariwisata; 

b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan; 

c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik 
wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata 

daerah; 
d. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan 

dalam mendukung intensifikasi daya; 

e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; 
f. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi 

daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya 
tarik wisata; 

g. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak 

kegiatan kepriwisataan; dan 
h. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi 

daya tarik wisata dan lingkungan. 
 

Bagian Ketiga 
Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; 

 

Pasal 15 

Arah kebijakan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi: 

a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata 
dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata 
daerah. 

b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas 
pariwisata yang mendorong pertumbuhan meningkatkan kualitas dan 
daya saing kawasan Pariwisata daerah. 
 

Pasal 16 
Strategi prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 meliputi: 

a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas 
pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata; 

b. meningkatkan fasilitas pemerintah untuk pengembangan fasilitas 
pendukung pariwisata atas inisiatif swasta; 
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c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik 

dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan 
meningkatkan daya saing kawasan pariwisata khususnya di kawasan 
sijunjung dan sekitarnya; 

d. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas fisik dasar 
untuk memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata alam; 

e. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara 

pemerintah daerah dan swasta;  
f. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian 

pengelolaan. 
 

Bagian Keempat 
Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata 

 

Pasal 17 

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 7 huruf d diarahkan pada : 

a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan 
pariwisata 

b. pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung 

pengembangan pariwisata 
c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

 
Pasal 18 

Strategi Pembangunan Aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diarahkan pada: 
a. mengembangkan sarana moda transportasi darat disepanjang koridor 

pariwisata utama 
b. mengembangkan prasarana transportasi darat di sepanjang koridor 

pariwisata utama 
c. mengembangkan prasarana transportasi perhubungan darat sebagai 

pendukung kepariwisataan 

d. mengembangkan sistem transportasi darat di sepanjang koridor 
pariwisata utama 

e. mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik 

wisata dan titik simpul 
f. mengembangkan sistem transportasi air untuk daerah wisata tertentu 

 
Bagian Kelima 

Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 

 
Pasal 19 

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat pariwisata sebagaimana 

dimaksud pasal 7 huruf e meliputi : 
a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan 

bidang kepariwisataan 
b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan 
c. penguatan kesadaran wisata masyarakat. 

 
Pasal 20 

Strategi pemberdayaan masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 19 meliputi: 
a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan 

kepariwisataan 
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b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata 

c. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi 
masyarakat di bidang pariwisata 

d. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong 

perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat 
lokal 

e. meningkatkan pemahaman dukungan dan partisipasi masyarakat 

dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif 
kepariwisataan setempat 

f. meningkatkan motivasi kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam 
mengenali dan mencintai tanah air. 

 

Bagian Keenam 
Pembangunan Investasi Pariwisata 

 
Pasal 21 

Arah kebijakan Investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf f 

meliputi : 
a. memberikan Insentif Investasi bidang pariwisata sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata 
c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata 

 
Pasal 22 

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:  
a. memberikan keringanan pajak daerah secara gradual untuk investasi 

penanaman modal di sektor pariwisata 
b. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata 
c. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan 

d. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata 
e. meningkatkan promosi investasi daerah di bidang pariwisata di dalam 

dan di luar negeri 

f. meningkatkan sinergi promosi investasi pariwisata dengan sektor terkait 
 

BAB IV 
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA 

 

Pasal 23 
Pembangunan segmen pasar dan pemasaran pariwisata daerah meliputi: 
a. pasar wisatawan 

b. citra pariwisata ; 
c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan 

d. industri/usaha pariwisata 
 

Bagian Kesatu 

Pasar Wisatawan 
 

Pasal 24 
Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 huruf a, meliputi: 

a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar 
potensial 
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b. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan 

segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi 
pariwisata dan dinamika pasar global 

c. Pemantapan segmen pasar wisatawan missal ( mass market ) dengan 

fokus : 
1. pengembangan segmen keluarga 
2. komunitas ( hobbies ) caving, panjat tebing dan rafting 

3. pengembangan segmen ceruk pasar ( Niche market ) dengan fokus 
pengembangan segmen pasar wisata minat khusus ( petualangan, 

caving dan panjat tebing ) 
 

Pasal 25 

Strategi pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24  meliputi : 

a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial 
wisatawan nusantara dan mancanegara 

b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran  pemasaran untuk 

target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggungjawab 
c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar 

kawasan 

d. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui 
mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan 

daerah 
e. mengembangkan program pemasaran dan promosi pariwisata untuk 

meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar 

f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu 
g. akselerasi pergerakan wisatawan 

h. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas 
i. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi 

wisatawan 

j. memberikan intensif khusus wisata bagi wisatawan 
k. mengakselerasika program-program promosi wisata secara lebih 

terfokus 

l. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu 
m. meningkatkan publikasi promosi pariwisata. 

 
Bagian Kedua 

 Citra Pariwisata  

 
Pasal 26 

Arah kebijakan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf b, meliputi : 
a. pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi 

pariwisata 
b. pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata 

yang aman, nyaman dan berdaya saing 

 
Pasal 27 

Strategi citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah: 
a. mengembangkan dan memantapkan positioning 
b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen 

c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra 
positif pariwisata daerah 
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Bagian Ketiga 

Kemitraan Pemasaran Pariwisata 
 

Pasal 28 

Arah kebijakan kemitraan pemasaran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 huruf c, meliputi: 
a. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan 

dan mempromosikan wisata 
b. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, 

berkesinambungan dan berkelanjutan 
c. pendukungan  kebijakan promosi penggerak wisatawan 

 

Pasal 29 
Strategi kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

meliputi: 
a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik 

media cetak maupun media elektronik 

b. mengembangkan e-marketing 
c. public relation dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai 

mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar 

d. paska bencana alam. 
e. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku 

kepentingan pariwisata daerah 
 

f. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang 

bertanggungjawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap 
masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan 

g. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi 
h. menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama 

oleh pemerintah pusat 

 
BAB V 

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA 

 
Pasal 30 

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud 
Pasal 23 huruf d, meliputi : 
a. penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan 

kebijakan yang mendukung aktifitas investasi serta pembangunan 
masyarakat; 

b. peningkatan informasi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan 

arus investasi kepariwisataan; 
c. penciptaan daya saing industri kepariwisataan sehingga mampu 

bersaing pada tingkat regional maupun nasional; 
d. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra–sentra usaha 

kepariwisataan serta pengelolaan usaha. 

 
Pasal 31 

Strategi industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi: 
a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata daerah melalui 

pengembangan produk pariwisata; 

b. mengembangkan produk usaha pariwisata yang mengedepankan budaya 
daerah; 
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c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan 

pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang 
sesuai dengan klasifikasi usahanya; 

d. mengembangkan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha 

pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap 
penerapan standar 

e. meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam 

pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-
program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang 

pengembangan usaha. 
f. Membangun kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata 

dengan pemerintah dan masyarakat lokal; 

g. Singkronisasi arah kebijakan dan pengembangan usaha dan investasi 
sektor pariwisata. 

 
BAB VI 

PEMBANGUNAN  KELEMBAGAAN PARIWISATA 

 
Pasal 32 

Pembangunan kelembagaan Pariwisata meliputi: 

a. organisasi pariwisata; dan 
b. sumber daya manusia pariwisata; 

 
Bagian Kesatu 

Organisasi Pariwisata 

 
Pasal 33 

Arah kebijakan organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 
meliputi: 
a. Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di Kabupaten 

Sijunjung 
b. Optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota serta 

Provinsi Sumatera Barat 

c. Optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di 
Kabupaten Sijunjung 

d. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Kabupaten 
Sijunjung, Provinsi, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat 

 

Pasal 34 
Strategi organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 
meliputi: 

a. mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; 
b. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor; 

c. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi 
pembangunan kepariwisataan melalui public-private partnership       
(PPP)/good tourism governance; 

d. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang 
pariwisata; 

e. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah provinsi, swasta, dan 
masyarakat; dan 

f. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat 
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Bagian Kedua 

Sumber Daya Manusia Pariwisata 
Pasal 35 

Arah kebijakan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 32 meliputi: 
a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia 

pemerintah; 

b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan; 
c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan 

d. optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata. 
 

Pasal 36 
 

Strategi kebijakan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 35 meliputi: 

a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Sijunjung; 
b. mempetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia; 

c. memperkuat institusi pendidikan pariwisata; dan 
d. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri 

pariwisata. 
 

BAB VII 
RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  

KABUPATEN SIJUNJUNG 
 

Pasal 37 

(1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam 
jangka waktu 2017-2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) 

huruf e, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam 
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah. 
(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab 

didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah 
Kabupaten. 

(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia 
usaha dan masyarakat. 

 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 38 
Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPKD ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber–sumber pembiayaan lainnya 
yang sah. 
 

BAB IX 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
 

Pasal 39 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan RIPKD. 
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(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara:  
a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam 

melaksanakan RIPKD; dan 

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang 
Kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran 
pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya 

manusia kepariwisataan.  
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 40 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sijunjung. 
 
 Ditetapkan di Muaro Sijunjung 

pada tanggal 20 Juli 2017 
 

BUPATI SIJUNJUNG, 
 
                           dto 

 
YUSWIR ARIFIN 

Diundangkan di Muaro Sijunjung 
pada tanggal 20 Juli 2017 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIJUNJUNG, 

 

dto 
 

ADLIS 

 

 
    

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 7 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6/89/2017 

 
   Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
 
 

 
          WANDRI FAHRIZAL, SH 
           Pembina tingkat I IV/b 

     Nip. 19710705 199803 1 011 
 

 



18 

 

PENJELASAN 

 
ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025 

 
A.  Umum 

Kebijakan pembangunan pariwisata nasional tertuang secara 

komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

(RIPPARNAS). Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, dalam 

pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa “RIPPARNAS dan Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi menjadi pedoman penyusunan 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota”. Oleh 

karena itu, dalam bagian ini diartikan RIPPARNAS dan RIPKP Sumatera 

Barat tersebut untuk kemudian dipedomani dalam menyusun RIPK 

Kabupaten Sijunjung. 

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 

Sijunjung ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 

pembangunan pariwisata di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang telah 

dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 

melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 

2014. Pada gilirannya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di 

Kabupaten Sijunjung sejalan dengan rencana pembangunan 

kepariwisataan dari pemerintah nasional dan provinsi. 

Visi dan misi pembangunan pariwisata Kabupaten Sijunjung tentunya 

tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional. 

Visi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sijunjung 

adalah “Terwujudnya Kepariwisataan yang berdaya saing dan 

memberikan kesejahteraan pada tahun 2025”. RIPKD Kabupaten 

Sijunjung ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi 

pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, 

baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam 

pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, 

tepat sasaran, dan berkelanjutan.   

 

B. PENJELASAN PASAL - PASAL  

Pasal 1 

  Cukup jelas 
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Pasal 2 

  Cukup jelas 
Pasal 3 
  Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 

Yang dimaksud dengan Penyusunan RPJMD adalah untuk 
penyusunan RPJMD Tahap berikutnya. 

Pasal 6 
   Cukup jelas 

Pasal 7 

   Cukup jelas  
Pasal 8 

Cukup jelas  
 Pasal 9 

Cukup jelas  

Pasal 10 
Cukup jelas  

 Pasal 11 

Cukup jelas  
Pasal 12 

Cukup jelas  
 Pasal 13 

Cukup jelas  

Pasal 14 
Cukup jelas  

 Pasal 15 
Cukup jelas  

Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 
   Cukup jelas  

Pasal 18 
   Cukup jelas  

Pasal 19Point a 
  Yang dimaksud dengan Moda adalah alat angkutan. 

 Pasal 20 

Cukup jelas  
Pasal 21 
   Cukup jelas  

Pasal 22 
Cukup jelas  

 Pasal 23 
Cukup jelas  

Pasal 24 

   Cukup jelas  
Pasal 25 

Cukup jelas  
Pasal 26 

Cukup jelas  

Pasal 27 
   Cukup jelas  
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Pasal 28 

   Cukup jelas  
Pasal 29 
  Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas  

Pasal 31 

Cukup jelas 
Pasal 32 

Cukup jelas  
Pasal 33 

Cukup jelas 

 Pasal 34 
Cukup jelas  

 Pasal 35 
Cukup jelas  

Pasal 36 

   Cukup jelas  
Pasal 37 

Cukup jelas  

 Pasal 38 
Cukup jelas  

Pasal 39 
Cukup jelas 

 Pasal 40 

Cukup jelas  
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 

NOMOR 7 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

NOMOR              TAHUN 2017 
TENTANG  

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
TAHUN 2017-2025 

 
 

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 - 2025 

Sasarann strategisn pembangunan kepariwisataan KabupatenSijunjung sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah 

indicator pencapaian sebagai berikut : 

NO INDIKATOR 

 

KONDISI 

TAHUN 2015 

TAHUN 

   2016 2020 2025 

1. PAD SektorPariwisata ( Rp ) 1.549.915.574 1.611.912.196 1.797.902.065 2.107.885.180 

2. WisatawanMancanegara ( Orang ) 240 249 278 326 

3. Wisatawan Nusantara ( Orang ) 42.196 43.833 48.947 57.386 

3

. 

     

 

 MuaroSijunjung,                       2017 
 

BUPATI SIJUNJUNG, 

 
 

 
YUSWIR ARIFIN 

 

yoedh13@outlook.com
Typewritten text
dto

yoedh13@outlook.com
Typewritten text
20 Juli

yoedh13@outlook.com
Typewritten text
7

yoedh13@outlook.com
Typewritten text
Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina TK I IV/b
Nip 19710705 199803 1 011



LAMPIRAN II 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2017 
TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025 

 

PETA KAWASAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

-2- 



KawasanStrategisPembangunanPariwisataDaerahKecamatanSijunjungdanSekitarnya 
 

 

 
 

-3- 

 



 

 
 

- 4 – 

 



 

 
 

- 5 – 

 



KawasanPembangunanPariwisataDaerahKupitan–IVNagari-LubukTarokdanSekitarnya 

 

 
                                                                                                                                                                                                                

- 7 – 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

-8– 

 



KawasanPembangunanPariwisataDaerahTanjungGadang–KamangBarudanSekitarnya 
 

 
 

-9– 

 



 
 

MuaroSijunjung,  20 Juli 2017 

BUPATI SIJUNJUNG, 

 

dto 

 

YUSWIR ARIFIN 

 

 

 

-10– 

Salinan ini sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
 
 
 

WANDRI FAHRIZAL, SH 
Pembina TK I IV/b 

Nip 19710705 199803 1 011 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG  

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025 

 

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2017-2025 

 

5.2.1  Kebijakan Umum Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sijunjung 

Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan Kawasan  Pariwisata Daerah 
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut : 

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Menyusun rencana induk dan rencana 
detail pembangunan Kawasan Pariwisata 
Daerah dan Kawasan Strategis 
Pariwisata Daerah 

1.1. Pengembangan  Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung √   Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (OPD) yang 
bertanggung jawab di 
bidang  kepariwisataan 

1.2. Pengembangan Rencana Detail Pembangunan  Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

Sijunjung 

√    

 
2. 

 
Menyusun rencana induk dan rencana 
detail pembangunan Kawasan pariwisata 
Kabupaten Sijunjung dan Kawasan 
Pengembangan Pariwisata 

 
2.1. Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di 

Kawasan Pariwisata, yang mencakup: Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kecamatan 
Sijunjung dan sekitarnya; Kawasan Pembangunan Pariwisata Sumpur Kudus- Koto VII dan 
sekitarnya; Kawasan Pembangunan Pariwisata Kupitan - IV Nagari dan sekitarnya; dan 
Kawasan Pembangunan Pariwisata Tanjung Gadang-Kamang Baru dan Sekitarnya. 

 
√ 

   
OPD yang bertanggung 
jawab di bidang tata 
ruang, tata bangunan, 
dan lingkungan 

 
Arah kebijakan 2 : Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah 
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut : 

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Monitoring dan pengawasan oleh 
Pemerintah Daerah terhadap penerapan 
Rencana Detail Kawasan Pariwisata 
Daerah 

1.1. Penyiapan Rancangan Peraturan tentang Rencana Induk Kawasan Pariwisata Kabupaten 
Sijunjung 

1.2. Penyiapan Rancangan Peraturan tentang Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten Sijunjung 

1.3. Penyiapan Rancangan Peraturan tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik 
Wisata Proiritas di Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung 

1.4. Penetapan Regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung 
1.5. Penetapan Regulasi Rencana Detail Kawasan 
1.6. Penetapan Regulasi tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Prioritas 

di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung 

√ 
 
√ 
 
√ 
 

√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
√ 

 OPD yang bertanggung 
jawab di bidang tata 
ruang, tata bangunan, 
dan lingkungan 
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Arah Kebijakan 3 : Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah 

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut : 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Meningkatkan koordinasi antara 
Pemerintah Kabupaten Sijunjung, 
pelaku usaha dan masyarakat 

1.1. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Kabupaten 
Sijunjung dan  Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung. 

√ √ √  
OPD yang bertanggung 
jawab di bidang  
kepariwisataan 

1.2. Penyusunan standar operating penyebaran informasi dan publikasi Praturan tentang 
Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 
Sijunjung kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata 

√ √ √ 

       
5.2.2     Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Sijunjung 

5.2.2.1. Daya Tarik Wisata 

Arah Kebijakan 1 : Perintisan Pengembangan Daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan Pengembangan Daerah 

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut : 

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Mengembangkan daya tarik wisata baru 
di berbagai kawasan pariwisata 
 

 

1.1. Fasilitasi Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan 
khusus/buatan bagi segmen wisata massal (massmarket) maupun bagi segmen ceruk pasar 

(nichemarket) dikawasan yang belum berkembang 

√ √ √  
OPD yang bertanggung 
jawab di bidang  

kepariwisataan 1.2. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya Tarik wisata 
yang telah berkembang disekitar lokasi baik 

√ √ √ 

1.3. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan 
pemeliharaan untuk mewujudkan community based tourism dikawasan yang belum 
berkembang 

√ √ √ 

1.4. Fasilitasi parap elaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata √ √ √ 

1.5. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan 
yang belum berkembang 

 

√ √ √ OPD yang bertanggung 
jawab di bidang  
pembangunan fasilitas 

2. Memperkuat upaya pengelolaan daya 
tarik wisata dan lingkungan 

Penguatan upayak onservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya 
kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata 

√ √ √ OPD yang bertanggung 
jawab di bidang  
kepariwisataan 

 

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada 

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :  

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. 

 
 
 
 
 
 

Mengembangkaninovasi manajemen 

produk dan kapasitas daya Tarik wisata 
untuk mendorong akselerasi 
perkembangan kawasan pariwisata 
Kabupaten Sijunjung 
 

1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya  meningkatkan kualitas daya tarik,  

keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya Tarik wisata  alam, budaya dan 
khusus/buatan yang sedang berkembang 

√ √ √  

OPD yang bertanggung 
jawab di bidang  
kepariwisataan 
 
 

1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan  terpadu dengan dengan daya tarik wisata 
terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional 

√ √ √ 

1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas  
kegiatan kepariwisataan disekitar lokasi daya tarik wisata 

√ √ √ 

   

2 Memperkuat  upaya konservasi 2.1.Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya kepariwisataan dan lingkungan √ √ √ 
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potensidaya tarik wisata dan 
lingkungan dalam mendukung 
intensifikasi daya tarik wisata 

spesifik (bentang alam/budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata 

 

ArahKebijakan 3 : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas 
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :  

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN PENANGGUNG  

JAWAB I II III 

1. Mengembangkan diversifikasi atau 
keragaman daya tarik wisata 

 

 

1.1. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard-softattraction) 
pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus 

untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar 

(niche market). 

√ √ √  

OPD yang bertanggung 

jawab di bidang  

kepariwisataan 

1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema disekitar lokasi daya 

tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang 

saling melengkapi 

√ √ √ 

1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan kepariwisataan disekitar lokasi daya tarik wisata. 

√ √ √ 

2. Memperkuat      upaya 

penataanruang  wilayahdan 

konservasi      potensi    daya tarik 

wisatadanlingkungan dalam 

mendukung diversifikasi  daya   

tarik wisata 

2.1. Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian  pemanfaatan, dan 

konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan 

kepariwisataan dilokasi daya tarik wisata. 

 

 

√ √ √ OPD yang bertanggung 

jawab di bidang  

kepariwisataan 

 

 

Arah Kebijakan 4 : Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah 

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :  

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN PENANGGUNG  

JAWAB I II III 

1. Revitalisasi struktur, elemen dan 

aktivitas yang menjadi penggerak 

kegiatan kepariwisataan 

1.1. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus 

(softattraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan 

√ √ √  

OPD yang bertanggung 

jawab di bidang  

kepariwisataan 
1.2. Pengembangan program-programinterpretasi termasuk yangberbasis teknologi √ √ √ 

1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata 

pendukung disekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional 

√ √ √ 

1.4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan kepariwisataan disekitar lokasi daya tarik wisata 

√ √ √ 

2. Memperkuat  upaya penataan 

ruang  wilayah   dan konservasi     
potensi      daya tarik wisata dan 

lingkungan 

2.1.Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian  pemanfaatan, dan 

konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan 
kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata 

 

√ √ √ OPD yang bertanggung 

jawab di bidang  
kepariwisataan 
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I. Kawasan StrategisPembangunanPariwisataKecamatanSijunjungdanSekitarnya 

ArahKebijakan: Pengembangan Pariwisata Daerah SijunjungdansekitarnyasebagaiKawasanWisataMinatKhusus(Caving, PanjatTebingdanRafting)yangberbasisi kepada Eco-Adventure danPusatDistribusi 

WisatawanDanPusat PelayananPariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pengembangan Pariwisata DaerahKotaMuaro 
SijunjungdanSekitarnya 

 
 
 

 
 
 

1.1. PeningkatanUtilitas,FasilitasdanSaranasertaaksesibilitas menujudaerah-
daerahtujuanwisatadiKabupatenSijunjung. 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
OPD )yang bertanggung 
jawab di bidang 

kepariwisataan, pekerjaan 
umum dan penataan ruang 
dan perhubungan 

1.2. Pembangunan    TIC   (Tourist     Information    Center)    Pusat PelayananInformasiTerpaduSumateraBarat, 
khususnya KabupatenSijunjung 

 
 

 

√ √ √ 

1.3. Pemeliharaanbangunan-bangunanlamadansitus-situs √   OPD yang bertanggung jawab 
di bidang kepariwisataan 1.4. RevitalisasiBangunanGedungJoang45 √ √  

1.6.Penyusunan rencana interpretasi(Storylinedanteknik interpretasi)dayatariksejarahdanbudaya √   

1.7 Pengembanganwisatakulinerpusatkotasebagaipusatkuliner khasKabupatenSijunjung √   

1.8. Pembuatankalendereventpariwisata KabupatenSijunjung √   

1.9. Implementasipenyelenggaraaneventdanpengembangan 

ekonomikreatifsertawisatakulinerdipusatKotaMuaro Sijunjung 

√ √ √ 

1.10. Pembangunanrestareasebagaipusatpenjualancinderamata, 
hasilkerajinan,fasilitaspenginapandanresetoran,kuliner 

daerah,sertadapatdimanfaatkansebagaipusatinformasi wisatakabupaten Sijunjung 

√ √ √ OPD yang bertanggung 
jaabdi bidangkepaiwisataan, 

perencanaandaerah, 
perhubungan dan   PU dan 
penataan ruang 

1.11. Pembangunanjaringanjalandantransportasidaratdaripusat 
KotaMuaroSijunjungyangdapatdimanfaatkansebagaijalur distribusikunjunganwisatawan 

keseluruhdayatarikwisatadi KabupatenSijunjung. 

√ √ √ 

1.12. Inventarisasi peninggalansejarahpadaStasiunTuaMuaro.  √ √ OPD )yang bertanggung 
jawabdi 
bidangkepaiwisataan 

perencanaandaerah, 
perhubungandanPU 

1.13. Penyusunan studikelayakanpembangunan fasilitaswisatadi kawasankecamtanSijunjung. √   

1.14. Penyusunan Masterplan terpadu danDEDterkait pengembangan 
kawasanwisataziarahdiMakamSyekhAbdul Wahab. 

 √  

1.15. ImplementasiPengembanganKawasanWisataZiarahdiMakam 
SyekhAbdulWahabyangberbasiskonservasidanmengacu padamasterplan, 

DEDdanstudikelayakanyangsudahdisusun dandisepakatibersama. 

 √ √ 

1.16.  Penyediaanfasilitasrekreasibagi masyarakat lokaldan wisatawan 
a. RevitalisasiTamanKotaMuaroSijunjungberbasisrekreasi  kota. 
b. PenyediaanSumberInformasiPariwisataKabupatenSijunjung 

c. PembuatanLandmarkKotaMuaroSijunjungyangmenjadikan identitasKabupatenSijunjung. 

√ √ √ 

1.17. Pengembangankomoditipertanian sebagaisalahsatudayatarik wisatadiKabupatenSijunjung. √ √ √ OPD )yang bertanggung 
jawabdi bidang 

kepaiwisataan, 
perencanaan daerah, 
pertanian, perdagangan 
perhubungan dan PU 

1.18. Pelaksanaaneventkuliner 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ √ √ 



15 

 

NO STRATEGI INDIKASI POROGRAM TAHAPAN PENANGGUNG JAWAB 

I II III 

2 
 

Pengembangan Kawasan MUSIDUGAsebagai 
KawasanEkowisataAlam berbasisWisataMinat 

Khusus(CavingdanPanjat tebing) 
danKonservasi 

 

2.1.Perbaikaninfrastrukturjalanmenujulokasi-lokasidayatarik 

wisataalamdikawasanSilukah,danDurianGadang. 

√ 
   

OPD yang bertanggung jawab 

di bidang  perhubungan dan 
PU 

2.2. SosialisasidanKoordinasibersamamasyarakat, LSMdan pengusaha 

dikhususnyadiwilayahSillukahdanDurianGadang terkaitrencana pemanfatan 

kawasansebagaidayatarikwisata sejarahdanwisataalampetualangan. 

√   OPD yang bertanggung jawab 

di bidang   BAPPEDA, 
kepariwisataan,  
PU dan Penataan ruang 
Perhubungan 

2.3. Pengembangansaranainterpretasidaninformasipadalokasi dayatarikwisatabudayadansejarah 

 

√   
 

OPD yang bertanggung jawab 
di bidang BAPPEDA, 
kepariwisataan,PU dan 
penataan ruang 

Perhubungan 
 

2.4. Penyusunan studikelayakanpembangunan saranaprasarana 
wisatadanjalurtrekkingmenujukawasanNgalauTalago 

   

2.5. Penyusunan DEDpembangunan saranaprasaranawisatadan jalurtrekkingmenujukawasanNgalauTalago.  √  

2.6. PengembanganwisatadanfasilitaswisataalamNgalauBasurek. √   

2.7. Sosialisasidanpelatihanmasyarakt  sekitaruntukdapatperan sertadalampelayananpariwisata  
dikawasanNgalauBasurek 

√   

2.8. Penyusunan StudiKelayakanPembangunansaranaprasarana 
danjalurtrekkingmenujukawasanAirTerjunPalukahan. 

√   

2.9. Penyusunan SiteplandanDEDpembangunan saranaprasaran danaksesisbilitasuntukAirTerjunPalukahan.  √  

2.10.ImplementasiDEDyangsudahdisusundandisepakatiolehpara stakeholders.  √ √ 

2.11.Penyusunan StudiKelayakanPembangunansaranaprasarana 
danjalurtrekkingmenujukawasanAirTerjunBatangTaye. 

√   

2.12.Penyusunan SiteplandanDEDpembangunan saranaprasaran danaksesibilitasuntukAirTerjunBatangTaye.  √  

2.13. Penyusunan studikelayakanpengembangan aktivitaswisataextreme 
panjattebing,cavingdanraftingdikawasanSilukah 

√   

2.14. Pengembanganaktivitaswisataextreme sepertipanjattebing, 
cavingdanraftingdikawasanSilukah. 

 √  

2.15.Penyusunan studikelayakanpembangunan danpenataan fasilitaswisatadikawasanNgalauSipungguak √   

2.16. Penyusunan SiteplandanDEDpembangunan danpenataan fasilitaswisatadikawasanNgalauSipungguak. √ √  

2.17.ImplementasiDEDpembangunan danpenataanfasilitaswisata 
dikawasanNgalauSipungguaksesuaidengankesepakatan denganparastakeholders 

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

 √ √ 
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NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM TAHAPAN PENANGGUNG JAWAB 

I II III 

3 Pengembangan Kawasan NgalauLoguang 3.1.Penyusunan Studikelayakanpembangunan sarandanprasaran wisatadikawasanNgalauLoguang √   OPD )yang bertanggung 

jawabdi bidang 
kepariwisataan 

  3.2. Penyusunan siteplandanDEDsarandanprasaranakawasan 
NgalauLoguang. 

√ √  

3.3. Pengembangansaranadanfasilitaspendukungwisatadi kawasanNgalauLoguang √ √  OPD )yang bertanggung 
jawabdi bidang, 
kepariwisataan,Dinas 
Pudanpenataan ruang dan 
BAPPPEDA 

3.4.Mengembangakan  aktivitas wisata dan fasilitas keamanan di kawasanNgalauLoguang. √ √  OPD yang bertanggung jawab 
di bidang, 

kepariwisataan,Dinas PU 
dan penataan ruang  dan 
BAPPPEDA 

3.5. Sosialisasi  danpelatihan kepada masyarakta sekitar dalamhal pelayanan    pariwisata    agar     dapat    
peran    serta    dalam perencanaan , pelakasanaan  dan pengawasan  pembangunan3.5. Sosialisasi  

danpelatihan kepada masyarakta sekitar dalamhal pelayanan    pariwisata    agar     dapat    peran    serta    
dalam perencanaan , pelakasanaan  dan pengawasan  pembangunan 

 

√ 
 

√ 
 

 OPD )yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan 

4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pengembangan Kawasan WisataBudaya 
Perkampungan Adat Sijunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Penyusunan 

StudiKelayakanPembangunanFasilitasPendukungWisatadiKawasanWisataBudayaPerkampungan 
AdatSijunjung 

√   OPD yang bertanggung jawab 
di bidang kepariwisataan 

4.2. Penyusunan rencana pengelolaanpengunjung √ √  OPD yang bertanggung jawab 
di bidangkepariwisataan 

4.3. Pengembangansarandanfasilitaspendukungwisatadikawasan 
   Perkampungan AdatSijunjung. 

√ √  OPD yang bertanggung jawab 
di bidang, 
kepariwisataan,Dinas 

PUdanBAPPEDA 

4.4.Sosialisasidanpelatihankepadamasyaraktsekitardalam hal pelayanan    pariwisata    agar     dapat    peran    
serta    dalam perencanaan, pelakasanaan danpengawasan pembangunan pariwisata  
dikawasanPerkampungan AdatSijunjung 

√ √  OPD yang bertanggung 
jawab di bidang, 
kepariwisataan dan 
Pertanian 

4.5. Penyelenggaraaneventyangterkaitdenganbudayasetempat √   OPD )yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan, Pudan 
penataan ruang 
Perhubungan, , Bappeda 

4.6. Penyusunan rencana interpretasi(storylinedanteknik interpretasi)dayatarikwisatabudaya. √ √ √ OPD )yang bertanggung 

jawab di 
bidangkepariwisataan 4.7. Pengembangankegiatanwisatadanfasilitasyangrekreatifdan 

edukatifpadadayatarikwisatabudayaperkampungan adat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ √ √ 
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NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

5 Pengembangan Kawasan 
KolamRenangSijunjung 
sebagaiKawasanrekreasi Keluarga 

5.1.Penyusunan StudiKelayakanPembangunanFasilitasWisatadiKawasanKolamRenangSijunjung. √ √ √ OPD )yang bertanggung 
jawab di bidang 

kepariwisataan 

5.2. Perbaikandanpembenahan infrasrtukturjalandanaksesibilitas menujukawasankolamrenangSijunjung. √ √  OPD yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan, PU 
Perhubungan, , Bappeda 

5.3. Penyusunan Masterplan danDetailEngineeringDesign(DED) 
FasilitasPenunjangWisatadiKawasanKolamRenangSijunjung 

√ √ √ OPD yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan 

5.4. Penyusunan rencana pengelolaanpengunjung. √ √ √ OPD yang bertanggung 
jawabdi bidang 
kepariwisataan, PU 
Perhubungan, , Bappeda 

5.5. Penyelenggaraaneventyangterkaitdenganbudayasetempat √   

5.6. Pengembangankegiatanwisatadanfasilitasyangrekreatifdan 

edukatifpadadayatarikwisatabuatankawasankolam renang Sijunjung. 

√   

5.7. Penyediaanfasilitaspendukungpariwisata  (menara/gardu pandang,pusatinformasi,pusatkesehatan, 

railing)yangsesuaidengankarakterkawasandandayatariksertastandar-standar keamanan 

√ √  OPD )yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan, PU 
Perhubungan, , Bapppeda 

6. 
 

Pengembangan Kawasan 
LokomotifUapTuaJepang 
danMakamBelandaVanDe 
Grevesebagaikawasan 

wisatapeninggalansejarah 

6.1.Penataan danpengelolaankembalikawasanLokomotifUapTua Jepang 
sebagaikawasanwisatapeninggalanbendapusaka (heritage). 

√  
 
 

 OPD )yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan Bapppeda, , 
,PU dan Perhubungan 

 
 

6.2.Pembangunandanpembenahan infrastrukturjaringanjalan untukmenujukawasan. 

 

√   

6.3 Penyusunan StudiKelayakanpembangunan saranaprasarandan 
aksesisbilitasuntukkawasanmakamBelandaVanDeGreve 

√ 
 

  

6.4.Penyusunan SiteplandanDEDpembangunan saranaprasaran 
danaksesisbilitasuntukkawasanmakamBelandaVanDeGreve. 

 

 √ 
 

 

6.5.Penyusunan rencana interpretasi(storylinedanteknik interpretasi)dayatarikwisatabudaya. 
 

√ 
 

  

6.6.Sosialisasidanpelatihankepadamasyarakta sekitardalamhal pelayananpariwisata  

agardapatperansertadalamperencanaanpelakasanaan danpengawasan pembangunan pariwisata  di 

kawasanLokomotifUapTuaJepang danMakamBelandaVanDeGreve. 

 

 √ 

 

 

6.7.ImplementasiSiteplandanDEDpembangunan saranaprasaran 

danaksesibilitsuntukkawasanmakamBelandaVanDeGreve 

 √ 
 

√ 
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2. Kawasan PembangunanPariwisataDaerahSumpurKudus–KotoVIIdanSekitarnya 

 
Arah Kebijakan : Pembangunan Pariwisata Daerah Sumpur Kudus – Koto VII dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Peninggalan Sejarah 

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut : 

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. 
 

Pengembangan Kawasan 
PariwisataSumpurKudus SebagaiKawasan 
PeninggalanSejarah 

1.1.Penataan danpembennahanaksesibilitasmnujukawasan sejarahRumahSidangPDRIdanTugu PDRI √  
 
 

 OPD yang bertanggung jawab 
di bidang kepariwisataan 
BAPPPEDA, PU dan 

Perhubungan  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.2.Penetapan regulasipemanfaatanbudayadanpeninggalan sejarahdikawasanSumpurKudusdansekitarnya. √   

1.3.Penyusunan masterplan pengembangan kawasanSumpurKudusdansekitarnya yangberbasiskan 
wisatasejarahdanalam 

1)   ArahanTemaPengembanganWisata. 

2)  IdentifikasidanInventarisasi DayaTarikWisatadiKawasan tersebut. 

3)  ArahanAktivitasWisata. 

4)  ArahanFasilitasdanSaranaPendukungPariwisata. 

5)  ArahanJalurAktivitasWisatadanAksesibilitasKawasan. 

6)  ArahanPengembanganPasardanPemasaran. 

7)  Indikatorrencana aksiPengembanganKawasanRumahSidang PDRI 

 

√   OPD yang bertanggung jawab 
di bidang kepariwisataan 

1.4.   Penyusunan storylinedaninterpretasimengenaisejarahyang 
darikawasanwisatasejarahdanbudayadiKecamatanSumpur Kudus. 

√   

1.5.Penataan displaydioramakebudayaan danpeninggalansejarah yangrepresentatifuntukwisatadanpendidikan 
diRumahSidang PDRI. 

√ √  

1.6.  Penataan danpemeliharaan wisatasejarahdanbudayadipusat pelayananpariwisata  seperti 
dimuseumdansitus. 

√ √ √ OPD)yang bertanggung 
jawab dibidang 
kepariwisataan, BAPPpEDA 

Perhubungan dan BP3 
1.7.Identifikasi daninventarisasi peninggalansejarahkawasanTuguPDRIdanRumahSidang PDRI √ √ √ 

1.8.   Inventarisasi potensisumberdaya wisatayangadadikecamatan sekitarkawasanpembangunan pariwisata  
SumpurKudusdan Sekitarnya 

√ √  OPD yang bertanggung 
jawab dibidang 

kepariwisataan,PU, dan BP3 1.9.  Perbaikanpolarancangbangunansaranadanprasarana kawasanRumahSidang PDRI. √   

1.10.Peningkatanpolapelayanandanpembuatan bukupanduanatau 
informasiterkaitsejarahdanbudayadiGedungPDRI 

√ √ √ 

1.11.Penyediaansarandanfasilitaspendukungpariwisata di kawasanRumahSidangPDRI. √ √ √ 

1.12.KajianstudikelayakankawasanRumahSidangPDRImenjadi 
suatukawasanyangmenjadipeninggalansejarahnasional 

√ √  

1.13.Membuat  papan  informasi  mengenai  Makam  Rajo   Ibadat perjalanan, aturan-aturanyangharus 
dipatuhi  diMakamRajo Ibadat. 

 

 

  

 

 

 

√   
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NO 

 
STRATEGI 

 

INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN 

 
PENANGGUNG JAWAB 

I II III 

  1.14.Pembangunan TamanKotasebagai kawasan rekreasi keluarga diKecamatanSumpurKudus. 

 

1.15.Pembangunan dan Pengembangan Wisata Alam Kabun 

√ 
 

√ 

  OPD yang bertanggung 
jawab dibidang 

kepariwisataan, BAPPPEDA 
danPU 

2. Pengembangan Kawasan 
PariwisataKotoVII 
EkowisataAlamberbasis Rekreasi 

2.1MenyusunMasterplan KawasanWisataTerpaduKotoVIIyang berisikan 

1)Arahan  Tema Pengembangan  Wisata  berupa  desa  dan budaya. 

2) ArahanAktivitasWisata. 

3) ArahanFasilitasdanSaranaPendukungPariwisata. 

4) ArahanJalurAktivitasWisatadanAksesibilitasKawasan. 

5) Arahan  Pengembangan   Pasar   dan  Pemasaran   wisata 

terpadu KecamatanKotoVII. 

6) ArahanPengembanganEvent/AcaraHiburandanBudayadi kawasanwisataterpadu KotoVII. 

7) Indikator  rencana  aksi Pengembangan  Kawasan  Wisata terpadu KecamatanKotoVII. 

√    

OPD yang bertanggung jawab 
di bidang kepariwisataan, 
perhubungan,dan  

2.2  SosialisasidanKoordinasibersamamasyarakat, LSMdan pengusaha diKecamatanKotoVII. √ √  

2.3  PengembanganPaket-paket wisataalamdankepulauanmelalui pemanfaatanpintudistribusipengunjungdi 

KabupatenSijunjung 

√ √  

2.4  Implementasimasterplanpengembangan kawasanwisataterpadu diKecamtanKotoVII. √ √  

2.5  Peningkatankegiatankonservasilingkungandikawasanwisata alamdikecamatanKotoVII √ √ √ 

2.6  Peningkatankualitassaranadanprasaranawisatadibeberapa dayatarikwisata. √ √ √ 

2.7  Inventarisasi potensisumberdaya wisatadikawasansekitar √ √  

2.8  Pegembanganpotensiekonomikreatifmasyarakat diKecamatanKotoVII. √ √  
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3. Kawasan PembangunanPariwisataDaerah Kupitan–IVNagari-LubukTarokdanSekitarnya 

ArahKebijakan: Pembangunan PariwisataDaerahKupitan– I V  N a g a r i  -  LubukTarokdansekitarnyasebagaiKawasanwisatabudaya denganberbasis kepada eco-heritage 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Pengembangan Pariwisata KawasanLubuk 

Tarok sebagai kawasanberbasis wisata    

heritage   dan budaya 

1.1.Peningkatan fasilitas dan utilitas penunjang Kawasan WisataRumahGadang13Ruangdansekitarnya. √ √ 
 
 

√ OPD yang bertanggung 
jawabdi bidang 
kepariwisataan,BP3 danPU 

 1.2.Menyusun      Master   Plan  Pengembangan   kawasan   RumahGadang13Ruang,antara lain :. 

1)     ArahanTemaPengembanganWisata. 

2)  ArahanAktivitasWisata. 

3)  ArahanFasilitasdanSaranaPendukungPariwisata. 

4)  ArahanJalurAktivitasWisatadanAksesibilitasKawasan. 

5)  Arahan  Pengembangan  Pasar  dan  Pemasaran  kawasanRumahGadang13Ruang. 

6)  Indikator rencana  aksi Pengembangan  kawasan  RumahGadang13Ruang. 

√ √ √ 

1.3.Implementasimasterplanpengembangan wisataRumahGadang13Ruangdansekitaranya 

 

√   OPD yang bertanggung 
jawab dibidang 
kepariwisataan, BP3danPU 

1.4.Perbaikan  sarana  dan prasarana menuju  Kecamatan  LubukTarok. √   

1.5. Membuat  papan informasi mengenai Kecamatan LubukTarok (rute perjalanan, aturan-aturanyang  

harus dipatuhi di Kecamatan   Lubuk Tarok, Event-event di Kecamatan   Lubuk Tarok)dipintu-pintu 

masukmenujuKecamatanLubuk Tarok 

√   

1.6. Membuat Event-eventrutin yangdiselenggarakan diKampung KecamatanLubukTarok √ √  OPD yang bertanggung 
jawab dibidang 
kepariwisataan, BP3danPU 

1.7. Pengawasan,Pengendaliandan Pengelolaanbenda–benda peninggalan sejarah   dan budaya di Kecamatan  
Lubuk tarok seperti RumahGadang13Ruang,Kerajaan  JambuLipo,Makam KerajaanJambu Lipo 

√ √ √ OPD yang bertanggung jawab 
di bidang 
kepariwisataan,BP3 danPU 

1.8.Penyusunan  Studi Kelayakan pengembangan  kawasan  Kapal batusebagaikawasanwisata √   OPD yang bertanggung 

jawabdi 

bidangkepariwisataan 

1.9.Penyusunan SiteplandanDEDpengembangan sarana prasaran danaksesibilitasmenujukawasanKapal Batu. √   OPD yang bertanggung  

jawab di bidang 

kepariwisataan 
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TAHAPAN PENANGGUNG JAWAB 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
I II III 

  1.10.ImplementasisiteplandanDEDpengembangan sarana prasaran dan  aksesibilitas  menuju  kawasan  Kapal   
Batu  yang  telah disepakatiolehparastakeholders. 

√ √  OPD yang bertanggung 

jawab di bidang 

kepariwisataan, 

BAPPPEDA,PU dan 

Perhubungan 

2. Pengembangan Pariwisata 
Kupitandansekitarnya 
sebagaiKawasanWisata 
AlamPetualangan dan Rekreasi 

2.1.MelakukanidentifikasipotensiwisatadiKecamatanKupitan. √   OPD yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan 

 

  2.2.Penyusunan KajianStudiKelayakanpengembangan kawasan wisataAirTerjunSilosan √   

2.3. Perbaikankualitasdankuantitas infrastrukturmenujusetiap lokasidayatarikwisata √   

2.4. Kerjasamapengelolaanlokasi-lokasiwisatadiKecamatanKupitandansekitarnya antara pemerintah 
danpihakswasta 

√   

2.5. Penyusunan kajianbufferzonebagi wisataalam(danaudanair terjun)agartidaktercemarkan 
dansumberdayaalamyangada didalamnyaterlindungi. 

√   

2.6. Pengembangansaranakeamanandankeselamatan pertamadi sekitarkawasanBukikPongang. √ √ √ OPD )yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan, 
BAPPPEDA,PU dan 
Perhubungan 

2.7. Pengembanganfasilitasedukasidaninformasibagi rekreasi keluargadiBukikPonggang. √ √ √ 

2.8. Pengembangansaranainterpretasidaninformasidayatarik 
wisatadanflorafaunadikawasanAirTerjunBatangLosandan sekitarnya. 

√ √ √ 

2.9. Penyusunan SiteplandanDEDsarana  prasaranadanjalur trekkingmenujukawasanAirTerjunBatangLosan. √   

2.10.Penyusunan SiteplandanDEDsaranadanprasarana wisatadi kawasanBukikPonggang. √   

2.11.ImplementasiSiteplandanDEDsesuaidengankesepakatan denganparastakeholders. √   

3. Pengembangan Kawasan 
Transit(RestArea)diLubuk Batu 

3.1.MenyusunStudiKelayakanInvestasidanPembangunanRestAreadiLubukBatu. √   OPD yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan, 
BAPPPEDA,PU,Badan 
Investasi dan 
Perhubungan 

3.2.Penyusuan SiteplandanDEDPembangunanRestArea. √   

3.3.ImplementasiSiteplandanDEDPembangunanRestAreayang sudahdisepakatidenganparastakeholders 
danbekerjasama denganparainvestor 

 √ √ 

4. Pengembangan Kawasan 
KupitanSebagaiPintu 
MasukDistribusiWisatwan 
diKabupatenSijunjung 

4.1.PembangunanKecamatanKupitansebagaisentra-sentra 
industrikerajinantangandankulinersebagaikawasanindustri kreatif. 

√   OPD yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan dan 

BAPPPEDA 

  4.2. Pelatihandansosialisasimasyarakat sekitarmengenai pelayananwisata  √  

5. Pengembangan PariwisataIV 
NagariSebagaiKawasan 
WisataAlamBerbasisSoft Adventure 

5.1.MelakukanidentifikasipotensiwisatadiKecamatanIVNagari √   OPD yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan, 
BAPPPEDA,PU dan Dishub 
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NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM TAHAPAN PENANGGUNG JAWAB 

I II III 

  5.2. Penyusunan KajianStudiKelayakanpengembangan kawasan wisataTabekSilacan. √   

 
 
 
 

OPD yang bertanggung 
jawab di bidang 
kepariwisataan, 
BAPPPEDA,PU dan Dishub 

5.3. Perbaikankualitasdankuantitas infrastrukturmenujusetiap lokasidayatarikwisata. √   

5.4. Kerjasamapengelolaanlokasi-lokasiwisatadiKecamatanIV Nagaridansekitarnya antara pemerintah 
danpihakswasta 

√   

5.5. Penyusunan kajianbufferzonebagi wisataalam(danaudanair terjun)agartidaktercemarkan 
dansumberdayaalamyangada didalamnyaterlindungi 

√   

5.6.Pengembangansaranakeamanandankeselamatan pertamadi sekitarkawasanTabekSilacan. √ √  

5.7. Pengembanganfasilitasedukasidaninformasibagi rekreasi keluargadiTabekSilacan. √ √  

5.8. Pengembangansaranainterpretasidaninformasidayatarik wisatadanflorafaunadikawasanAirTerjunSilosadan 
sekitarnya. 

√   

5.9. Penyusunan SiteplandanDEDsaranaprasaranadanjalur trekkingmenujukawasanAirTerjunSilosa √   

5.10.Penyusunan SiteplandanDEDsaranadanprasarana wisatadi kawasanTabekSilacan √   

5.11.ImplementasiSiteplandanDEDsesuaidengankesepakatan denganparastakeholders  √ √ 
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4. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Tanjung Gadang – Kamang Baru dan Sekitarnya 

 

ArahKebijakan :  Pembangunan PariwisataDaerahTanjungGadang–KamangBarudansekitarnyasebagaiKawasan wisata rekreasi keluarga dengan berbasiskepada wisata Tirta dan MICE 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 
 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB  

I II III 

1. Pengembangan Pariwisata 

KamangBarusebagai kawasanwisataMICE 

1.1.Perbaikan  dan  Penambahan  sarana  dan  fasilitas  wisata  di 
KawasanWanaWisataTelabangSakti 

√ √ √ SatuanKerja 

PerangkatDaerah (SKPD) 
yang bertanggung jawabdi 
bidangperencanaan 
daerah,perhubungan danPU 

1.5. Pengawasan,  Pengendalian   dan Pengelolaan Wisata Telabang Sakti   yang  Berwawasan      Lingkungan  

secara   Terintegrasi bersamapihakpengelola,dinasterkaitdan masyarakat 

√ √ √ 

1.3.  Bekerjasama  dengan  Badan  Koordinasi  Penanaman    Modal terkaitinvestasidalambidangpenyediaan  
sarana  danprasarana MICE. 

√   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 

jawab dibidang 
perencanaan daerah, 
perhubungan dan PU 

1.4.Inventarisasi  daya tarik wisata  yang masih potensial  untuk 
dikembangkandiKecamatanKamangBarudansekitarnya. 

√   

1.5.Peningkatansarana  interpretasidaninformasimenujukelokasi- lokasidayatarikwisatadisekitarkawasan. √   

1.6.  Pemberianinsentifterhadap investor  danpihakpengelolaWana Wisata  Telabang Saktiterkait dengan 
pembangunan Kawasan MICEdiKawasanWanaWisataTelabangSakti 

√   

1.7. Peningkataninfrastruktur danUtilitassebagaibagiandari pembangunan  Kawasan Wana Wisata Telabang 

Sakti  sebagai tujuanMICE 

√ √ √ 

1.8.Meningkatkansarana danprasaranadi KawasanRumahGadangDatukJati.  √  

1.9.  Penetapan    Benda  Cagar  Budaya  objek-objek  peninggalan sejarah dan Budaya Kerajaan Sangkak  
Karajan Samuah Nan Janieh. 

√   

1.10.Meningkatkan  sarana   dan  prasarana di  Kawasan  KerjaanSangkakKarajanSamuaNanJanieh,  √  

1.11.   Peningkatansarana  interpretasidaninformasimenujukelokasi- lokasidaya  tarik wisata disekitar kawasan 

Kerajaan Sangkak KarajanSamuahNanJanieh 

 √  

2. Pengembangan Pariwisata 
KecamatanTanjungGadang 
Sebagaikawasanwisata budaya 

2.1.Inventarisasi PeninggalanSejarahdanBudayadiTanjungGadang. √   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi 
bidangkepariwisataan 

2.2.  Penetapan BendaCagarBudayaobjek-objekpeninggalan 
sejarahdanBudayayangadadiKawasanTanjungGadangdan Sekitarnya. 

√   

2.3.  Inventarisasi dayatarikwisatayangmasihpotensialuntuk 
dikembangkandikawasanTanjungGadangdansekitarnya. 

√   

2.4.  PengembanganwisataRekreasidikawasanTanjungGadang 
 

√   

2.5. Pengembangansaranakeamanandankeselamatan pertamadi sekitarkawasan. √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 

(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidang 
kepariwisataan, kehutanan, 
pertambangan, Badan 

Pengelolaan 
LingkunganHidup, 
danBalaiTaman Nasional 

2.6.  PenambahandanPengadaansaranainformasidaninterpretasi 
dayatarikwisatadiKawasanTanjungGadangdanSekitarnya. 

√ √ √ 

2.7.  Pengembangansaranainterpretasidaninformasidayatarik 

wisatadanflorafaunadikawasanobjekwisataalamdikawasan TanjungGadangdansekitarnya 

√ √ √ 

2.8.  PeningkatanUtilitas,aksesibilitasdansaranaPendukungbagiKawasanWisataTanjungGadang 

2.9.  Pembangunan Sarana dan Fasilitas Wisata Alam Bukik Sabalah 

2.10 Pembangunan wisata alam ( Air Terjun Timbulun Tujuh 

√ 
√ 
 

√ 
√ 
 

√ 
√ 
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5.2.2.2  PrasaranaUmum,FasilitasUmum,Dan FasilitasPariwisata 

ArahKebijakan1:   PembangunanPrasaranaUmum,FasilitasUmum,DanFasilitasPariwisataDalamMendukungPerintisanPengembangan KawasanPariwisataKabupaten Sijunjung 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Meningkatkan 

pemberian insentifuntukpembangunan    

fasilitas pariwisatadalammendukung     

perintisan kawasanpariwisata 

1.1. Fasilitasipenyediaanlahanuntukpengembangan sarana usaha pariwisata dengannilaikompetitif √   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangprasarana 

wilayah 

1.2Fasilitasikemudahanperijinanbagi swasta danmasyarakat dalam pengembangan saranausahapariwisata √   

1.3.Fasilitasikemudahanpinjamanbankdengansukubungayang rendahbagi swasta danmasyarakat 

dalampengembangan sarana usahapariwisata 

√   

2. Meningkatkan fasilitasi pemerintah 
untuk pengembangan fasilitas 
pendukung  pariwisata 
atasinisiatifswasta 

2.1.Peningkatanpenyiapanfasilitasumumfisikdasar(jaringanlistrik danpenerangan, 
jaringantelekomunikasi,jar.airbersih,sistem pembuanganlimbah)yangdibutuhkanolehcaloninvestor 

√ √  SatuanKerja 
PerangkatDaerah 

(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangprasarana 
wilayah 

2.2.    Peningkatanpembukaanlahanbarubagi investoruntuk 
membangunprasaranaumum,fasilitasumum,danfasilitas pariwisata 

√ √  

3. Merintis  dan pengembangan fasilitas 

umum  dan fasilitas umum  fisikdasar 

untuk mendukung kesiapan kawasan 

pariwisatadan meningkatkandaya saing 

kawasan pariwisata khususnya di 

Kawasan Sijunjung danSekitarnya 

3.1.Fasilitasperintisan penyediaanjaringanlistrikdanlampu penerangandikawasanpariwisata √ √  SatuanKerja 
PerangkatDaerah(SKPD)yang 

bertanggung jawabdi 
bidangprasarana wilayah 

3.2Fasilitasiperintisan pembangunan jaringanairbersihdikawasan pariwisata √ √  

3.3Fasilitasipembangunan jaringantelekomunikasidikawasan pariwisata √ √  

3.4     Fasilitasipenyediaandanpengembangan PusatInformasi 
Pariwisatadikawasanpariwisata 

√ √  

3.5.    Peningkatankualitaspenyediaantempatpenjualancinderamata 
(souvenirshop)dikawasanpariwisata 

√ √  

3.6.    Penyediaankioskelontongdanobatyangmelayaniselama24jam dikawasanpariwisata √ √  

3.7Penyediaanrambu-rambu pariwisata  dikawasanpariwisata √ √  

3.8PenyediaanE-Tourismkioskdikawasanpariwisata √ √  

3.9Penyediaantempatpenukaran uang(moneychanger)dikawasan pariwisata √ √  

3.10.Penyediaanpubliclockerdikawasanpariwisata √ √  

3.11.Penyediaanearlywarningsystemdikawasanpariwisata  yang rawanbencana √ √  

3.12.Penyediaanfasilitaskhususbagi diffable,anak-anak,danlanjut usiadikawasanpariwisata √ √  

3.13.Penyediaanfasilitasolahragadikawasanpariwisata √ √  

3.14.Penyediaanfasilitasbermainanak-anakdikawasanpariwisata √ √  

3.15.Penyediaanfasilitaspedestriandikawasanpariwisata √ √  

3.16.  Penyediaanlahanparkirdikawasanpariwisata √ √  

3.17.Penyediaanteleponumumdikawasanpariwisata √ √  

3.18.Penyediaantoiletumumdikawasanpariwisata √ √  

3.19.Penyediaanfasilitaswarnetdikawasanpariwisata √ √  

3.20. PenyediaanATMdikawasanpariwisata √ √  

3.21.Penyediaanfasilitaslaundrydikawasanpariwisata √ √  

3.22. Penyediaantempatsampahdikawasanpariwisata √ √  

3.23. Penyediaanklinikkesehatan yangberoperasionalselama24jamdi kawasanpariwisata √ √  

3.24. Pengembanganjalurhijausebagaipenunjangpembangunan kepariwisataan √ √  
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NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

4. Merintis dan pengembangan fasilitas 
umum  dan fasilitas umum  fisikdasar 
untuk memperkuat upaya 
pengembangan     daya tarikwisataalam. 

4.1.Peningkatandanpengembangan fasilitaskepariwisataandalam mendukungpengembangan 
AdventureTourismdiKabupaten Sijunjung 

√ √  SatuanKerja 
PerangkatDaerah 

(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangprasarana 
wilayah,Dinas Perikanandan 
Kehutanan dan 

Perhubungan, Dinas 
Pariwisata 

4.2.Peningkatandanpengembangan fasilitaskepariwisataanberbasis alamsecara inovatifdanpartisipatif baik 
masyarakat, pelaku usaha,pemerintah danwisatawan. 

√ √  

4.3Peningkatankualitasdankapasitassaranaprasaranadermaga utamadanpendukungkegiatanpariwisata 

untukmeningkatkan kualitaskegiatanwisataalam. 

√ √  

 

ArahKebijakan2:PeningkatanKualitasPrasaranaUmum,FasilitasUmum,DanFasilitasPariwisataYangMendorongPertumbuhan  MeningkatkanKualitasDanDayaSaing 

KawasanPariwisataKabupaten Sijunjung 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Mengembangkan dan menerapkan 
berbagai skemakemitraan  antara 
pemerintahdaerah dan swasta(public 
private partnership) 

1.1. Pengembangan   skema  regulasi    untuk    mengatur   peran   dan tanggung jawab  antara pemerintah dan 
swasta dalam pengembangan prasarana umum,fasilitasumum,danfasilitas pariwisata  
dikawasanpariwisata 

√   1.2. Peningkatan koordinasi 
dan sinkronisasi antara 
pemerintah   dan 

swastadalam 
pelaksanaankemiteraandala
m pengembangan 
prasarana umum, fasilitas  

umum, dan   fasilitas  
pariwisata  di 
kawasanpariwisata 

1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah   dan swastadalam 
pelaksanaankemiteraandalam pengembangan prasarana umum, fasilitas  umum, dan   fasilitas  
pariwisata  di kawasanpariwisata 

√   

2. Mengembangkan dan menerapkan berbagai 
skema kemandirian pengelolaan 

2.1. Pemberiankemandirianperan dantanggungjawabkepadaotoritas pengelola kawasan pariwisata yang  sudah 
mapan dalam pengembangan prasarana umum,fasilitasumum,danfasilitas pariwisata. 

√ √   
SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 

jawabdi bidangprasarana 
wilayah 

2.2.Pemberian peran dan  tanggung jawabkepada pemerintah daerah secara   otonom    dalam  pengelolaan   

pengembangan   prasarana umum, fasilitasumum,danfasilitaspariwisatapadakawasan pariwisata  
yangsudahberkembang 

√ √  

2.3. Pemberianperandantanggungjawabkepadapemerintah daerah secara 

otonomdalampengelolaanpengembangan fasilitasumum, fasilitasumumfisikdasar,danfasilitaspariwisata  
padadestinasi pariwisata  yangsudahberkembang 

√ √  

5.2.2.3Aksesibilitasdan/atauTransportasi Pariwisata 

Arahkebijakan1:  PengembanganModaTransportasiDalamMendukungPengembanganPariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

TAHAPAN 
PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkansaranamoda 
transportasidaratdisepanjang       koridor 

pariwisata utama 

1.1. Pengembanganangkutanwisatakelilingwilayahkabupaten √   SKPDyang bertanggung 
jawabdi 
bidangperhubungan 
Kehutanan,Perhubunganda
nPerikanan 
dalamlingkupKabupaten 
danProvinsi 

1.2. Pengembanganangkutanwisataantarakawasanpengembangan √   

1.3. Pengembangankerjasamadenganperusahaan angkutanumum 
danangkutankhususmilikswastadalamrangkapenyediaan modatransportasidaratdiKabupatenSijunjung 

√   
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Arahkebijakan2:     PengembanganSaranaPrasaranaTransportasidalamMendukungPengembanganPariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkan  prasarana transportasi   

darat          di sepanjang                   koridor 

pariwisata utama 

1.1Peningkatankualitasterminalbisdanangkutanumum √ √ √ SatuanKerja 

PerangkatDaerah(SKPD)yan
g bertanggung jawabdi 
bidangperhubungan 
dalamlingkup 
Kabupatendan 
ProvinsiSumatera Barat 

1.2.Peningkatankualitasdankuantitasjalan √ √ √ 

1.3.Peningkatankualitasdankuantitastourismsignage. √ √ √ 

1.4.PenambahanArmadaTransportasiBusdantravelPariwisata untukjalur-jalurtertentu. √ √ √ 

1.5.Integrasipengembangan pariwisata  padakawasansekitarjalur jalanantarkecamatandiKabupatenSijunjung. √ √ √ 

2. Mengembangkan  prasarana transportasi    
perhubungan darat   sebagai   pendukung 
pembangunan kepariwisataan 

2.1.Pembangunandanpeningkatankualitasmodatransportasi pariwisata  diseluruhkawasanpengembangan √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi 
bidangperhubungan 
dalamlingkup kabupaten 
dan provinsiSumatera 
Barat 

2.2.  Perbaikansistemperawatanmodatransportasi. √ √ √ 

2.3.  Peningkatankualitasdankuantitastourismsignage. √ √ √ 

2.4.  Pengembanganprasarana transportasiuntukmendukung pembangunan 
bandarabarusebagaipintumasukinternasional dangerbangwisatawandiSumateraBaratdanKabupaten 

Sijunjungsecara khusus 

√ √ √ 

 

Arahkebijakan3: PengembanganSistemTransportasidalamMendukungPengembanganPariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkan Sistem transportasi darat   
di sepanjangkoridor pariwisata utama 

1.1.Penerapan manajemenkelalulintasandalampengaturanjalurlalu lintasdarat √   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi 
bidangperhubungan 

1.2.Mengembangkansistemdanjejaringinformasitransportasi daratpariwisata  diKabupatenSijunjung √   

1.3.Peningkatansistemkepastianjadwalkeberangkatandan kedatanganmodatransportasi. √   

1.4.Peningkatanjamoperasiangkutanumumdi KabupatenSijunjung √   

1.5.Meningkatkankualitaspelayanan,keamanandankeselamatan jasatransportasipariwisata. √ √  

2. Mengembangkan sistem transportasi 
penghubung antara daya  tarikwisata dan 
simpul 

2.1.Menghubungkantitik simpulbandaraudaramelaluiketerpaduan 

fungsiterminalangkutanbusantarwilayahdanangkutan perkotaan. 

 √ √ SatuanKerja 

PerangkatDaerah 

(SKPD)yang bertanggung 

jawabdi bidangperhubungan 

padatingkatProvinsi 

danKabupaten Sijunjung 

2.2. Penerapan manajemenkelalulintasandalampengaturanjalurlalu 
lintasdariPadangmenujuKabupatenSijunjung. 

 √ √ 

2.3. Pengembangansistemtransportasimultimodapenghubung antaradayatarikdansimpul  √ √ 
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5.2.2.4 PemberdayaanMasyarakatPariwisata 

Arahkebijakan1:  PeningkatanKapasitasdanPeranMasyarakatdalamPembangunanBidangKepariwisataan 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkan 

Keterlibatan         masyarakat 

dalam             pengembangan kepariwistaan 

1.1.    Pemetaanpotensidankebutuhan penguatan masyarakat lokal dalampembangunan kepariwisataan √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

1.2.Perintisanpemberdayaanpotensidankapasitasmasyarakat dalampembangunan kepariwisataan √ √ √ 

1.3.PelatihandanPendidikantentangkepariwisataanbagi masyarakat √ √ √ 

2. Menguatkan kelembagaan masyarakat 
dalam pengembangan pariwisata 

2.1.Peningkatankapasitasorganisasimasyarakat lokal/adatdalam pengembangan kepariwisataan √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

2.2. Peningkatankapasitasorganisasipemerintah desadalam pembangunan kepariwisataan √ √ √ 

2.3. Peningkatanintensitasketerlibatan lembagakemasyarakatandi dalampengembangan pariwisata √ √ √ 

 

Arahkebijakan2:PeningkatanUsahaEkonomiMasyarakatdiBidangKepariwisataan 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Meningkatkan kapasitas/skill sertaproduk 
layananusaha ekonomi masyarakat  di 

bidangpariwisata 

1.1.Fasilitasipeningkatankapasitaspengelolaanusahawisatayang dikembangkanmasyarakat 
lokaldisekitarkawasanpariwisata 

√ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

1.2.Fasilitasipengembangan produkdanlayananusahaekonomi yangdikembangkanmasyarakat 
lokaldisekitarkawasan pariwisataan. 

√ √ √ 

1.3.Fasilitasipemberianmodalusahakecilmenengahbagi masyarakat dibidangpariwisata √ √ √ 

1.4.Pendidikandanpelatihanbagi masyarakat dalampengembangan produkdanlayananusahaekonomi. √ √ √ 

2. Mengembangkan        regulasi yang     

berorientasi    untuk 

2.1.Peningkatankapasitasorganisasimasyarakat lokal/adatdalam pengembangan usahaekonomimasyarakat √ √ √ SatuanKerja 

PerangkatDaerah(SKPD)yan
g bertanggung jawabdi 
bidangpariwisata 

2.2. Peningkatankapasitasorganisasipemerintah desadalam pembangunan usahaekonomimasyarakat √ √ √ 

2.3. Peningkatanintensitasketerlibatan organisasipemerintah desa untukmendorongperkembangan 

usahaekonomimasyarakat lokal. 

√ √ √ 

 

Arahkebijakan3: PenguatanKesadaranWisataMasyarakat 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Meningkatkan pemahaman, dukungandan 
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan  
sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif 

kepariwisataan setempat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Peningkatansosialisasisadarwisatapadamasyarakat lokal √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

1.2.Pengembangan  media campaign  pada media massa  nasional(cetak)danelektroniktentang 
sadarwisata 

√ √ √ 

1.3. Pembinaan dan penataankawasan wisata dan komunitas masyarakat  yang mencerminkan  prinsip-

prinsip  sadar wisata/ saptapesona 

√ √ √ 

1.4.Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung 
pengembangan pariwisata 

√ √ √ 
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NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

2 Meningkatkan motivasi, kesempatan dan 
kemampuanmasyarakat 

dalam mengenalidan mencintaitanahair 

2.1.Peningkatan  Insentif  dan  kemudahan  bagi masyarakat  lokal terhadap aksespermodalanbagi 
pengembangan usaha 

√ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

2.2.Pemberian  bantuan  permodalan  dalam rangka pengembangan masyarakat 

lokaldisekitarkawasanpariwisata. 

√ √ √ 

2.3.Penyedian    lembaga    keuangan    desa    yang    menyediakan permodalanbagi pengembangan 
usahamasyarakat lokal. 

√ √ √ 

 

5.2.2.5  InvestasiPariwisata 
 
Arahkebijakan1:  PeningkatanInsentifInvestasiBidangPariwisataSesuaiDenganPeraturanPerundang-Undangan 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 
 

 

NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Meningkatkan Pemberian keringananpajak 
secara gradualuntuk investasi Penanaman 
ModalAsing di sektorpariwisata 

1.1.Penetapan KeringananPajak dalamperiodewaktutertentubagi PengembanganInvestasi 

diKabupatenSijunjung 

√   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

dan penanaman modal 

1.2.Menurunkantarifpajakdaerahyangberpotensimenyebabkan kenaikanharga/jasa √   

2. Meningkatkan perbaikanjasa pelayanan  
pajakuntuk investasi PenanamanModal 
Asingdisektorpariwisata 

2.1.KemudahanpengurusandanpenurunanbiayavisabagiPenanamanModalAsing √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 
dan penanaman modal 

2.2. Pemberianfasilitaspajakpenghasilankepadabidang-bidang usahadisektorPariwisata √   
2.3. Perbaikan Jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan 

pentingnya pembayaran pajak 
√   

2.4. Pembuatanaturan –aturan operasional mengenaipenanaman modalasingdisektorpariwisata √   

 
Arahkebijakan2:PeningkatanKemudahanInvestasidiBidangPariwisata 
Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkan Debirokratisasi  investasi   
di bidangpariwisata 

1.1.Pengembangan sistemdanmekanismeperijinanuntukmeningkatkan kemudahaninvestasidibidangpariwisata √   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

dan penanaman modal 

1.2.Penyediaankemudahanpengadaan dokumenpendukunginvestasidi bidangpariwisata √   

2. Mengembangkan Deregulasi peraturanyang  
menghambat perizinan 

2.1.Penyesuaian ataukemudahanurusan  kontraktenagakerja √   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 

(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 
dan penanaman modal 

2.2. Pengurangan jenisperaturanperijinan √   
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Arahkebijakan3:    PeningkatanPromosiInvestasiDiBidangPariwisata 
Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Menyediakan informasi peluanginvestasi  
dikawasan pariwisata 

1.1.PenyediaaninformasiprofilinvestasidiKabupatenSijunjung √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 

jawabdi bidangpariwisata 
dan penanaman modal 

2. Meningkatkan promosi investasi   Kabupaten 
Sijunjung  di   bidang pariwisata    di dalam  
negeri dandiluarnegeri 

2.1.Penetapan pemberiankemudahanbagi investasisektor pariwisata  
yangmendorongpeningkatankunjunganwisatawan danlamatinggal 

√ √ √ SatuanKerjaPerangkat 

Daerah(SKPD)yang 
bertanggung jawabdi 
bidangpariwisata dan 
penanaman modal 

2.2.Pengembangansekretariatbersamapromosiinvestasidi 

SumateraBaratdanKabupatenSijunjungsecara khusus 

√ √ √  

2.3.Pengembanganberbagaimarketingkitinvestasidarikawasan pengembangan diKabupatenSijunjung √ √ √  

2.4.promosiinvestasisektorpariwisata  melaluimediacetak, elektronik,daninternet √ √ √  

2.5.Penyediaaninformasimengenaiperizinanyangdiperlukan √ √ √  

2.6.Penetapan negara-negarapotensialsasaran promosiinvestasi pariwisata  diIndonesia √ √ √  

2.7.Roadshowpromosiinvestasisektorpariwisata  kenegara- negarapotensial √ √ √  

3. Meningkatkan     sinergi promosipenanaman  
modaldi bidang pariwisatadengan 
sektorterkait 

3.1.Peningkatankerjasamalintassektorterkaitpromosiinvestasi √ √ √ SatuanKerjaPerangkat 
Daerah(SKPD)yang 
bertanggung jawabdi 
bidangpariwisata dan 

penanaman modal 
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5.2.3.  PasarDanPemasaranPariwisata 
5.2.3.1PasarWisatawan 

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2016-2025 

 
Arahkebijakan1:   Pemetaan,AnalisisPeluangPasardanPerintisanPemasarankePasarPotensia 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Melakukananalisis, penetapan dan 
pengembangan pasar potensialwisatawan 
nusantaradanmancanegara 

1.1.Pemetaanpotensipasar,pemetaan polaperjalanandan preferensi produk,perencanaan pengembangan 
produkyang kompetitifuntuktargetpasarkhususnyadikawasanKabupaten Sijunjung 

√ √  SatuanKerja 

PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

2. Merencanakandan 

mengembangkanstrategi 

bauranpemasaranuntuk 

targetpasarpotensial 

berbasisprinsippemasaran bertanggung 

jawab 

2.1.Pengembanganstrategis promosi(ATL=abovethelinedanBTL=belowtheline) untuk 

sasaran PasarPotensialkawasan KabupatenSijunjungberbasisprinsip-prinsipresponsible marketing 

√ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah(SKPD)yang 
bertanggung jawabdi 
bidangpariwisata 

3. Melakukanperintisan pemasaranterpadu 
antar industridanantarkawasan 

3.1.Perintisandanpengembangan kerjasamaterpadu pemasaran antarkawasandanstakeholder pariwisata  
terkait(co-marketing, dsbnya)yaitudenganBadanPromosiProvinsiSumateraBarat 
danKabupatenSijunjungdenganasosiasiindustripariwisata 
(ASITA,PHRI,dll),dandenganmaskapaipenerbangan(Garuda, Citilink,,LionAir,danmaskapailainnya). 

√ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

3.2.Pengembanganpaketwisataalam,minatkhusus,heritage, budayadanalam(bekerjasamadenganASITAdanPHRI) √ √ √ 

3.3. Pengembanganpromositerpadu untukeventpariwisata  dan budayayangdiselenggarakan 
diKabupatenSijunjung. 

√ √ √ 

4. Melakukanperintisan pengembangan 
citrakawasan pariwisata melalui 
mengangkat keunikandan 
kekuatanprodukyang 

dimilikikawasanDaerah 

4.1.Pengembanganbrandingkawasanpariwisata  Kabupaten Sijunjung,danPenyusunan rencana tindakpenjabaran 
branding dalampengembangan produkdanprogrampromosi 

√   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

 

Arahkebijakan2:PemantapanSegmenPasar WisatawanMassal(MassMarket)danPengembanganSegmenCerukPasar(NicheMarket) dalamMengoptimalkanPengembanganDestinasiPariwisata 

danDinamikaPasar Global 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkanprogram 
pemasarandanpromosi untukmeningkatkan 
pertumbuhansegmenceruk pasar 

1.1.Intensifikasipromosiproduk-produkminatkhususseperti birdwatching, 
trekking,rafting,cavingdanpanjattebingberupa nichemarketworkshop denganportalkhususdiwebsite 
(specializedonlineportal) 

√ √  SatuanKerja 

PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 1.2.Pengembanganpasarsasaran (targetmarket)yangtepatbagi 

produkwisataminatkhususIndonesiaberdasarkanpendekatan variablesegmentasi 
demografis,geografis,danpsikografis 

√ √  
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NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

2. Mengembangkanpromosi 
berbasistematertentu 

2.1.Programpemasarandanpromosiberbasistematertentumelalui communitymarketing 
dankampanyepemasaransecara terencana danterpadu denganpengembangan produksesuaitema. 

√ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

2.2.Programpemasarandanpromosibertemakhususuntuk mendatangkan 
wisatawanmassal(misalnya:themepark) 

√ √ √ 

2.3.Pengembanganbahanpromosisecaratematik √ √ √ 

3.  Akselerasipergerakan wisatawan 3.1.Penciptaan programpemasarandanpromosiprodukterpadu meliputi:penciptaanskema-skema 
promosisilangdisepanjang matarantaiindustripariwisata  danyangterkait 

   SatuanKerja 
PerangkatDaerah 

(SKPD)yang bertanggung 
jawabdi bidangpariwisata 

  3.2Intensifikasiprogrampromosidanpemasaran berbasiskomunitas(communitymarketing),melalui: 

a.Promosiwisatapadamediakhususkomunitastertentu(tagihankartukredit,majalahhobi,buletinorganisasi,dll)

. 

b.Pemanfaatan pertemuan/eventkomunitastertentusebagai 
mediapromosi(pertemuankeluarga,komunitashobi,dll). 

√ √ √ 

3.3. Intensifikasipemasaranpadasegmenremajadalamrangka 

meningkatkanrasacintatanahair,melalui: 

1)  Penyebaraninformasidiinstitusipendidikan(sekolah,perguruan tinggi,lembagabimbinganbelajar,dll) 

2)Pengembanganinsentifdankerjasamaantarpelakuindustri pariwisata  denganinstitusipendidikan 

√ √ √ 

3.4. Intensifikasipemasaranpaketwisatadaneventtematiktertentu 

(tradisikelokalan,religious,weekenders,dansebagainya,seperti: 

paketwisatauntukkeluarga,kerabat,klan,dll,) 

√ √ √ 

3.5. KerjasamapemasaranProvinsiSumateraBarat,untukdapat dilaksanakandiKabupatenSijunjung √ √  

 

Arahkebijakan3:      PemantapanSegmenPasar WisatawanMassal(MassMarket),denganfokus: 

a. PengembanganSegmenKeluarga 

b. Komunitas(Hobbies) Caving,PanjatTrebingdanRafting 

c. PengembanganSegmenCerukPasar(NicheMarket)denganfokusPengembanganSegmenPasar WisataMinatKhusus(Petualangan,CavingdanPanjatTebing 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkansegmen 

pasarwisatawan berbasis komunitas 

1.1.Pengembanganpaket-paketwisatabagi komunitas(klankeluarga, 
hobi,keilmuan,dll)misalnyatouringdanfamilygatheringkeDTW utamadiKabupatenSijunjung 

√   SatuanKerja Perangkat 

Daerah(SKPD)yang 

bertanggung jawabdibidang 

kepariwisataan 

1.2.FasilitasiProgramkegiatankhususuntukparahobbies:misalnyasponsorshipkegiatancavingdanpanjattebing. √   

1.3.Intensifikasiprogrampromosidanpemasaran berbasiskomunitas(communitymarketing),melalui: 

 a. Promosiwisatapadamediakhususkomunitastertentu(tagihan 
kartukredit,majalahhobi,buletinorganisasi,dll). 

 b. Pemanfaatan pertemuan/eventkomunitastertentusebagaimedia promosi(pertemuan 
keluarga,komunitashobi,dll 

  

 

 

 

 

√   



32 

 

 

 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

2 Merevitalisasidan mendiversifikasi 

produk- produkwisatabagiwisatawan 
2.1.Pengembanganproduk-produkbaruyangdiminatiwisatawan dan mampumenarikminatwisatawan 

dalamvolumebesar:night bazaar,Sundaymarket,antiqueing,pasarbarangantik,kuliner, 

pameranbatik,pamerankerajinan,terutamabagisegmenmenengah keatas. 

√   OPDyang bertanggung 

jawabdibidangkepariwisataa

n 

2.2.  Penyelenggaraanevent-eventdiobyek-obyekwisatasecara rutin 
seperti,pagelarankebudayaan,konsermusik,opera,ataudengan melibatkansponsor tertentu. 

 

√   

2.3.  PemasanganSIGNdanPOSTuntukobyek-obyektertentudengan 
desainkhusus(lebiheyecatching,danmudahdikenali)dihampir semuajalur-jalurutama 

 

√   

3. Memberikanintensifkhususwisatabagi 

wisatawan 

3.1.PemberianfasilitasTravellerCarddanOneEntryTicketbagi wisatawan untukdapatmengunjungiobyek-
obyekwisatasetempat 

  √ OPDyang 

bertanggung jawabdi 

bidangkepariwisataan 

 

3.2. Kreditwisatauntukparapelakuusahapariwisata  dalambentuksoft loans   √ 

4. Mengakselerasi  program- program  promosi  

wisatasecara lebihterfokus 

4.1.Penerapan prinsippembangunan relasidenganpelanggan(customer 
relationship)disegenappelakuretailusahapariwisata 

 √ √ OPDyang 

bertanggung jawabdi 

bidangkepariwisataan 4.2. Pengembangandanpenguatan marketresearch. √   

4.3. PengembanganMarketintelligenceuntuksegmenwisatawan 
nusantaradanmancanegara(pembuatanprogramcerdasmelalui websiteseperti 
yangsudahdisediakanolehparaprovideragen perjalanan). 

√   

4.4. PembuatanDesainwebsitekhususuntukdomestikyangberisikan obyek-obyekdengansegmendomestic. √   

4.5. Mengoptimalkanpenggunaan socialmediamarketing(Facebook, 
Twitter,Youtube)sebagaimediakomunikasipemasaranuntuksegala 
segmendanberagamjenisprogrampromosiwisatawan nusantara danmancanegara. 

√   

4.6. Intensifikasipemasaranpadasegmenremajadalamrangka 

meningkatkanrasacintatanahair,melalui: 

a.  Penyebaraninformasidiinstitusipendidikan(sekolah,perguruan tinggi,lembagabimbinganbelajar,dll) 

b. Pengembanganinsentifdankerjasamaantarpelakuindustri pariwisata  denganinstitusipendidikan. 

√   

5. Mengembangkanpromosiberbasistema 

tertentu 
5.1.Programpemasarandanpromosiberbasistematertentumelalui communitymarketing 

dankampanyepemasaransecara terencana danterpadu denganpengembangan 

produksesuaitema.(Contoh: TahunWisataBudaya,FestivalCavingNasionalatauInternasional, dll) 

√   OPDyang 

bertanggung jawabdi 

bidangkepariwisataan 

5.2. Programpemasarandanpromosibertemakhususuntuk mendatangkan 

wisatawanmassalmelaluiDirectSellingatauevent- eventdipusatperbelanjaan) –dalambentukdirectselling- 

consumer showdanmallpromotiondikota-kotabesar(Padang,Makassar,Denpasar,Batam,Jakarta,Bandung) 

√   

 

 

  

 

 

 

 



33 

 

 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

  
5.3. Penggunaaniconataufigurepublicsebagaidutawisata(dapat 

merupakanatlit,artis,actor,penyanyi)untukberkampanye mengenai sloganpariwisata  

KabupatenSijunjung. 

√   OPDyang bertanggung 

jawabdibidangkepariwisataa

n 

5.4. Intensifikasipemasaranpadasegmenremajadalamrangka 

meningkatkanrasacintatanahair,melalui: 

a. Penyebaraninformasidiinstitusipendidikan(sekolah,perguruan tinggi,lembagabimbinganbelajar,dll) 

b.  Pengembanganinsenfifdankerjasamaantarpelakuindustri pariwisata  denganinstitusipendidikan 

√   

6. Meningkatkanpublikasipromosipariwisata 
6.1.  Peningkatankecenderungan berwisata dangayahidupberwisata, 

melaluiKampanyeProgramWisatadengantemasetempat(“local brand”) 

√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

Bidangkepariwisataan 

6.2. Penciptaan programpemasarandanpromosiprodukterpadu meliputi:penciptaanskema-

skema promosisilangdisepanjangmata rantaiindustripariwisata  danyangterkait(Joint 

promotion,co- marketing) 

 √  

6.3. Penyiapanpusat-pusat informasiwisatadimal-maldiberbagaikota 

denganmelibatkanparapelakusetempat danpemerintah  daerah(e- 

kios,mesinpintar,ataucounter informasi) 

 √  

6.4. Penyelenggaraanmarketingawarduntukparapelakuindustri pariwisata  

khususnyadalamrangkapengembangan segmen wisatawan nusantara danmancanegara 

 √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2  CitraPariwisata 
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Arahkebijakan1:              PengembangandanPemantapanCitraKabupatenSijunjungsebagaiDestinasiPariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkandan 

memantapkanpositioning 
1.1.Penilaiankembali strategipositioningpariwisataKabupaten 

Sijunjungdenganmemfokuskanupayapromosipadapasar domestiklalumancanegara 

√ √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

1.2.   Penilaiandanpenajamankembali strategi positioningpariwisata 

KabupatenSijunjungyangberfokuspadacoretourismproducts : Alam-AlamdanBudaya 

√ √  

1.3.   Pengembanganprogrampemasarandanpromosiyangbermuara 

padabrandimageyangtelahditetapkansecara konsistendan berkelanjutan 

√ √  

1.4.Pengembangansocialmediasebagaimediakomunikasiutama dalammenyebarluaskanbrandimagedaerah 
√ √ √ 

2. Mengembangkanprogram 

perlindungan hak–hak konsumen 
2.1.   Penetapan DoesdanDon’tsdidestinasi-destinasiwisata 

√ √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

 

2.2. Penetapan SistemTicketing(penetapanhargamaksimalharga tiket,parkir)dalamrangkamelindungihak-

hakwisatawan 

  √ 

 
3. 

 

Mengembangkandan peneta[an 

brandimage pariwisata Kabupaten 

Sijunjung 

3.1.Kajianpenetapankawasansebagaibrandimagepariwisata KabupatenSijunjung. √   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
3.2. Kajiandesaigndanjargonpariwisata  KabupatenSijunjung √   

3.3. Implementasidansosialisasimengenaibrandimage,designdan jargonpariwisata  KabupatenSijunjung. 
   

 

 

Arahkebijakan2:PengembanganCitraKepariwisataanKabupatenSijunjung sebagaiDestinasiPariwisatayangAman,NyamandanBerdayaSaing 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Meningkatkankehadiran 

mediadandalamrangka 

meningkatkancitrapositif 

pariwisata Kabupaten 

Sijunjung 

1.1.PR-ingyangkreatifdanberkemampuandiplomasibudaya 
√ √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 1.2.   Optimalisasipemanfaatanmediakomunikasipemasaranyang maliputimediaon-linedanoff-

linedalamtigaarasyaitusocial, mobile,danexperiential. 

√ √ √ 

1.3.   Pembuatanwebsitespariwisata  KabupatenSijunjung 
√   

1.4.Pengembangan Sijunjungtourismcybercampaign,melalui: 

a.  E-Magazine,E-Brochure,E-TourismGuide,interactive tools, dll 

b. Socialnetworkingmachines(facebook,twitter,youtube,my space,flickr,dll) 

c.  Onlineevents (contest, bloggingevents, dll)  

 

 

 

√ √ √  
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NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

  
1.5.   Pengembanganlinkagejaringane-marketingpariwisata 

√ √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
  

1.6.   Pengembanganpromosiproduk-produkwisataminatkhusus melaluionlineportals 
√ √ √ 

 

5.2.3.3  KemitraanPemasaranPariwisata 

Arahkebijakan1:                PeningkatanPeranMediaKomunikasiPemasaranDalamMemasarkanDanMempromosikanWisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengoptimalisasi 

pemanfaatanmediakomunikasipemasaran,

baik mediacetakmaupunmediaelektronik 

1.1. Intensifikasipromosipaket-paketwisatamelalui brosur-brosur, majalah,surat 

kabar,dllyangpopulerdibacamasyarakat Indonesia (misalnyamajalahgayahidupuntukmasyarakat 

perkotaan)  dalam bentukadvertorial 

√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

1.2.   Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan 

radio,baiklokal,nasional,daninternasional 

√   

1.3.   Intensifikasipromosiprintingmaterial:brosur,leafletdengan 

tematertentu(Heritage,Culture,LivingCulture,Alam) 

√   

1.4.PendistribusianKitPromosidalambentukCD,DVDkepada segeneppelakuusaha,danpemerintah 

daerahyangdiperkirakan memilikiketerkaitan pasar 

√   

2. MengembangkanE-Marketing 
2.1.   PembangunanpemasarandanpromosiwisataKabupatenSijunjung melaluiwebsitepariwisata  

misalnyamengenalkandestinasi- destinasidomestikataudayatarikwisataminatkhususyangsesuai 

untuksegmenwisatawan nusantara danmancanegara 

√ √  SatuanKerja 

PerangkatDaerah 

(SKPD)yang 

bertanggung jawabdi 

bidangpariwisata 2.2. Mengoptimalkanpenggunaan socialmediamarketing(Facebook, 

Twitter,Youtube)sebagaimediakomunikasipemasaranuntuk 

segalasegmendanberagamjenisprogrampromosiwisatawan nusantaradanmancanegara 

√ √  

2.3. PengembanganSijunjungtourismcybercampaign,melalui: 

a. E-Magazine,E-Brochure,E-TourismGuide,interactive tools, dll 

b.  Socialnetworkingmachines  (facebook,twitter,youtube,my space,flickr,dll) 

c.   Onlineevents (contest, bloggingevents, dll) 

√ √  

2.4. Penyusunan websitespariwisata  KabupatenSijunjungmelalui peningkatandanpengkayaanfitur-fitur 
terkinie-book,e-brochure 

√ √  
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NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

  
2.5.  PengenalandansosialisasiMarketintelligenceuntuksegmen wisatawan nusantara 

danmancanegara(pembuatanprogram cerdasmelaluiwebsitesepertiyangsudahdisediakanolehpara 

provideragenperjalanan) 

√ √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

2.6. CommunityMarketingdenganmelibatkankomunitashobbies 
(climbing,caving,raftingdanextremeadventure) untuk menyelenggarakanevent-
eventkhusus(InternationalCave Festival,WorldRaftingChampionship, TourTheSingkarakdll) 

√ √  

3. PRdanmengembangkan 

pengalamanpemasaran 

sebagaimekanisme 

mendatangkankunjungan 

dalamjumlahbesar 

3.1.   PembuatanFilmDokumenter dengantema/latarbelakangDTW 

UtamaKabupatenSijunjung(alam,budayadansejarah) 

√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

3.2. Partisipasipadaevent-eventtravelmartseperti:Sumatera Barat 

TravelExpo,IndonesiaTravelMart. 

√   

3.3. Penyelenggaraaneventdanfestivalbudaya. √   

4. PRdalampenanganan 

pembenahan citrapaska 

bencanaalam 

4.1.Pembentukan SOPdanstrategi dalamPRdalampenanganan image recovery 
√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 4.2. Pembentukan skemakerjasamaantarstakeholder dalam penangananimagerecovery 
√   

 

Arahkebijakan2:PengembanganKemitraanPemasaranyangTerpadu,Sinergis,BerkesinambungandanBerkelanjutan 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

 

NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkanketerpaduan 

sinergispromosiantarpemangku kepentingan 

pariwisata daerah 

1.1.Koordinasi,  integrasi   dan  sinkronisasi   program   pemasaran 

denganupayapeningkatanekspordanpengembangan investasi 

√ √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

1.2.   Penguatan   promosi  bermitra   (co-marketing)  dengan  pelaku usahapariwisata 
√ √  

1.3.   Pengembangan fasilitaspenjualansecara langsung(e-commerce) kepadawisatawanuntukdapatmembeli 

paketwisatasecara langsung 

√ √  

1.4.Pengembangan    kemitraan    pemasaran   dengan    organisasi pengembangan destinasi 
√ √  

2

. 

Mengembangkanstrategipemasaranberbasis

pada 

pemasaranyangbertanggungjawab,yangmen

ekankan 

tanggungjawabterhadapmasyarakat,sumber

daya lingkungandanwisatawan 

2.1.   Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta  implementasi   Pemasaran  pariwisata  

yang bertanggungjawab 

√ √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

2.2. Pengembangan   konten   bahan   promosi   pariwisata   yang menempatkan masyarakat lokalsebagai tuan 

rumah (host)  dan penerimamanfaat. 

√ √  

2.3. Peningkatan penggunaan mediapromosi pariwisata yangramah 

lingkungan(paperlessandrecyclablematerial) 

√ √  
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NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

.  
2.4.  Pengembangan misiipendidikan melaluiberbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan  

seluruh pemangku kepentingan   (stakeholders),   seperti    pengembangan   panduan does and don’ts, 

interpretationkit,  dan filmiklanresponsible tourismbehavior. 

√ √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

2.5.  Pengembangan  pola-pola  insentif  dan  penghargaan  (reward) untuk  upaya  

pemasaranyangbertanggungjawabkepada pelaku usahapariwisata 

√ √ √ 

2.6. Pengembangan pola-polasanksi(punishment)untukpelanggaran terhadap prinsip-

prinsippemasaranyangbertanggungjawab. 

√ √ √ 

3

. 

Memfasilitasipembentukanorganisasipenge

mbangandestinasi 

3.1.   Fasilitasi pembentukan  organisasi  pengembangan  destinasi  di 

KabupatenSijunjung 

√ √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
3.2. Pengembangan   skema  kerjasama   pemasaran,   promosi,  dan 

peningkataninvestasidenganorganisasipengembangan destinasi 

  √ 

 

Arahkebijakan3: PendukunganKebijakanPromosiPenggerakWisatawan 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Memberlakukan5harikerja 
1.1.Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasarandengan 

upayapeningkatanekspordanpengembangan investasi. 

 √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
1.2.   Peningkatan kegiatanakhirpekandalamrangkameningkatkanminat berwisata wisnus diakhir  pekan 

misalnya dengan kegiatan wisata malam, Sundaymarket,antiqueing,kuliner,craftbazaar(penggemar 
barangantik,pemburupernak-pernik). 

 √ √ 

2. Menyelenggarakan 

anekaprogrampendukung 

penerapancutibersama 

olehpemerintahpusat 

2.1.   Peningkatan kerjasama dengan para pelakuindustri pariwisata dan dunia  usaha  (misalnya   dengan  

mengadakan  Great  Sale Promo, Bazaar,Event,dsb)terkaitdenganprogramcutibersama. 

√ √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
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5.2.4.  Industri/UsahaPariwisata 

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2016-2025 

 

Arahkebijakan1:    PeningkatanKualitasdan KeragamanProduk-ProdukUsaha Pariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

NO 
STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Meningkatkandayasaing usahapariwisata 1.1.   Penginisiasian   dalam  Investasi   untuk   Pembangunan  UsahaAkomodasi diKabupatenSijunjung √ √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang 

bertanggung jawabdi 

bidangpariwisata dan 

Penanaman Modal Daerah 

1.2.Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata  di KabupatenSijunjung  √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

1.3.Peningkatan  standardisasi seluruh  usaha  pariwisata  dari 
levelKabupatenmenujuNasionalmenujuInternasional 

 √ √ 

1.4.Peningkatan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha pariwisata  berdayasainginternasional  √ √ 

1.5.Peningkatankualitashoteldiseluruhkawasan  √ √ 

1.6.Peningkatan standard  dan kualitas hotel sebagai sarana  MICE  bertaraf internasional  √ √ 

1.7. Pengembangan  sistem  informal  booking  service  bebas  biaya untuksemuaproduk/jasapariwisata 
yangdijual diKab. Sijunjung (bekerjasamadenganTelkomnet) 

 

 √ √ 

2. Menciptakaniklimusaha yang kondusif 2.1. Penyediaan  sistem  penjaminan  transaksi    pembayaran   lintas negara   (dengan Letter  of Credit dan 

Bank Guarantee  untuk transaksi bisnispariwisata). 

 √ √ SatuanKerja 
PerangkatDaerah 
(SKPD)yang 

bertanggung jawabdi 

bidangpariwisata dan 

BadanPelayanan 

PerijinanTerpadu Daerah 

2.2.Penetapan penggunaan matauangrupiah(pricequotation) dalam 

penjualanprodukwisatadiKabupatenSijunjung 

 √ √ 

2.3.Pengembangansistempendaftaranusahapariwisata satuatap √   

2.4.Pengembangan sistem pendaftaranintegratif untuk jenis  usaha pariwisata   yang   meliputi    multi-
aktivitas   dan   multi-produk (contoh:perhotelan) 

√ √  

 

Arahkebijakan2:PeningkatanFasilitasi, Regulasi,danInsentifUntukPengembanganUsahaPariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 

TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Meningkatkansistemdan 
skemafasilitasiuntukusaha pariwisata 

1.1.     Pengembangan  insentif  perizinan  untuk  melindungi industri pariwisata  lokal. 
√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 1.2.    Fasilitasikomunikasiantara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat denganmenyelenggarakan 

forumkoordinasidan komunikasisecara reguler 

√   
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NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

  1.3.Pemberian     insentif     kepada     industri     pariwisata     yang 

menggunakanproduklokaldanprodukUMKM 

√ √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
1.4.Pengembangan  sistem  delivery  yang  tepat  antara   industri kecil/pemasok denganindustripariwisata 

 √  

1.5.Pembinaan sistem anak angkat-bapak  angkat antara  industri besardenganindustrikecil/ masyarakat 

sekitar 

√   

1.6.   Pemberian fasilitas/ruangdisplaybagipara  pengusaha kecildi bidangpariwisata untuk  memamerkan 

produknya dancendera matakhasdaerahdihotel 

  √ 

2. Meningkatkansistemdan 
skemaregulasiuntukusaha pariwisata 

2.1.    Penjajakan  dengan  industri  asuransi  dan  perbankan  untuk penerbitansistimasuransi pariwisata 
yangdapat  diterapkan di Sijunjung 

 √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 2.2.  Peninjauanulangprosedurdanpersyaratanpemberianizinpada perusahaan 

asingagartidakmerugikanusahapariwisata 

√   

3. Meningkatkanpenggunaan 
teknologiinformasidalam usaha–
usahadikawasan pariwisata 

3.1.Pengembangan Pusatinformasidigitaldisetiap kawasan wisata berkelasnasionaldaninternasional 
√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
3.2.  Pengembangan JaringanKerjasamasecara onlineantarkawasan pariwisata 

√   

3.3.  Pengembangan SistemInformasi Manajemen (SIM)dikawasan pariwisata  diKabupatenSijunjung 
√   

 

Arahkebijakan3:  PenguatanStrukturUsaha Pariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Memfasilitasipembentukan 
organisasiindustripariwisata 

1.1.MemfasilitasiterbentuknyaGabunganIndustriPariwisata KabupatenSijunjungsebagaiwadahdankoordinator 

kerjasama yangsinergisantarusahapariwisata 

   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

√   

2. Memperkuat  matarantai penciptaannilai 2.1.Intensifikasidanefisiensibadan-badanpromosiyangtelahada 

untukkembalidigunakansebagaiwahanapromosibersamadengansumberdanayangditanggungbersam

a 

√    

2.2. Pengembangandukunganpromosidikawasanstrategis √ √  

2.3. Pengembangandukunganpromosidikawasantertinggal  √ √ 

2.4. Peningkatanprogrampengembangan kawasandalam menyalurkandanaCSRdariusaha-usahapariwisata √ √ √ 

2.5. Pengembanganskemakerjasamaantarusahapariwisata  dalam 

menciptakanpaketdanmenjualprodukwisata 

√   
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Arahkebijakan4:PenguatanKemitraanUsahaPariwisata 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Mengembangkanpola–pola 
kerjasamaindustrilintas sektor 

1.1.Peningkatanpenyerapanlocalcontent dalamusaha 
akomodasi/hotelyaituharusmenggunakansekurang- kurangnya30%bahanlokal 

 √ √ OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 1.2.Penggunaansumberdayalokal(SDMdansumberdayalainnya) dalampenyelenggaraan 
usahapariwisata,(misal:hotelharus menggunakansekurang-kurangnya30%bahanlokal) 

 √ √ 

1.3.Penerapan penggunaan minimal30%bahanlokaldalamseluruh rantaiindustripariwisata  √ √ 

1.4.Penerapan penggunaan minimal30%SDMlokaldalam penyelenggaraan usaha pariwisata  √ √ 

2. Mengembangkanpola–pola 

kerjasamauntukkeadaandarurat 

2.1.Pembuatanpilotprojectpemulihanpascabencanaberdasarkan tema-temakawasan √   

2.2. Pengembanganpola-polapendampingan  dalampemulihan kepariwisataanpascakrisis 
 √  

2.3. Pengembanganpola-polakerjasamadenganfasilitasakomodasi didaerahbencana 
√ √  

2.4. Penerapan earlywarningsystemdikawasanrawanbencana √ √ √ 

 

5.2.5.  KelembagaanKepariwisataan 
 

5.2.5.1.OrganisasiPariwisata 

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2016-2025 

 

Arahkebijakan1:   Restrukturisasidan ReposisiOrganisasiKepariwisataanDi KabupatenSijunjung 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. MereposisiUrusan 
Pariwisatadilingkungan Pemerintah 
Daerah 

1.1.Pembentukan DinasPariwisataatauBLUPariwisata √ √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

1.2.Peningkatananggaranuntukpengembangan pariwisata √   

1.3.Peninjauankembali terhadap perkembangan pariwisata  daerah √   

 

Arahkebijakan2:OptimalisasiKoordinasiAntarDinasdan DenganKabupaten/KotasertaProvinsiSumateraBarat 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Merencanakanpartisipatif 
koordinasilintassektor(merujuk 
padaInpres16tahun2005 
tentangArahkebijakan Pembangunan 
Kebudayaandan Pariwisata) 

1.1.Revitalisasiataupun pembentukan unitkerjayangberfungsi mengkoordinasikan 

danmenggerakkansinergilintassektor 

√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
1.2.Menginsentifkankomunikasiantarsektor. √   

1.3.Monitoringdanevaluasiperformance unitkerjakoordinasi lintassektor. 
 √ √ 

 

Arahkebijakan3:    OptimalisasiOrganisasiKepariwisataanSwastadanMasyarakatdiKabupatenSijunjung 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
 

TAHAPAN 
PENANGGUNG  JAWAB 
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I II III 

1. Memperkuat  peranserta swasta 
dalammeningkatkan 
akselerasipembangunan 
kepariwisataanmelalui Public-
privatePartnership (PPP)/goodtourism 
governance 

1.1.Pembentukan danoperasionalisasiGIPI(GabunganIndustri 

PariwisataIndonesia)ditingkatKabupatenSijunjung 

√   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 1.2.Pembentukan danoperasionalisasiBPPD(BadanPromosi 

PariwisataDaerah) 

√ √ √ 

2. Mengembangkan dan revitalisasi 
organisasi masyarakatdibidang 
pariwisata 

2.1.Fasilitasipeningkatanperanorganisasimasyarakat (Pokdarwis) √   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

2.2.Mengarahkandanamasyarakat diperusahaan-perusahaan 
swasta(CSR)untukpembinaanorganisasimasyarakat dibidang pariwisata  (pokdarwis) 

√   

 

Arahkebijakan4:OptimalisasiKemitraanUsaha PariwisataAntaraPemerintahKabupatenSijunjung,Provinsi,Kabupaten-Kota,Swasta danMasyarakat 
 
Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Memperkuat  sinkronisasi antara 
pemerintahprovinsi, swasta,danmasyarakat 

 

1.1.    Perencanaan partisipatifusahapariwisata  melaluiskema kemitraan √   SatuanKerja 

PerangkatDaerah 

(SKPD)yang bertanggung 

jawabdi 

bidangkepariwisataan 

danBadanPelayanan 

PerizinanTerpadu 

Kabupaten  Sijunjung 

 

1.2. Pembentukan forum-forum koordinasiusahapariwisata  sepertiDewanPariwisataProvinsi √   

2. Memperbaikipelayanan 
pemerintahkepadaswasta 
danmasyarakat 

2.1.Pengembanganpelayanansatuatapdalamperijinan √   

2.2. Deregulasidandebirokratisasiperaturan-peraturanterkait dengankepariwisataan √   

2.3. Pemanfaatan teknologiinformasidalampelayananpublik. √   

3 Penguatan 

SistemPengelolaandayatarikwisata 
yangbersifatpartisipatif, 
keterpaduandankolaboratif 

3.1.Sosialisasisadarwisatadenganmasyarakat sekitarmengenai pembangunan pariwisata. 
 √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 
3.2. Penyusunan sistempengelolaanantarsektoraldalamtatakelola dayatarikwisatadiKabupatenSijunung. 

 √  

3.3. Penguatansistempengelolaanantarsektoraldalamtatakelola dayatariksecara 

partisipatif,keterpaduandankolaboratifantar pemerintah, industripariwisata  danmasyarakat. 

 √  

3.4. Penyusunan StandardOperationProcedure(SOP)Pelayanan pariwisata  

untuksetiappelakuusahapariwisata. 

 √  

3.5. Pelatihanpengeloaanuntuksetiapstakeholderspelaku pariwisata  

dalammeingkatkanpelayananprimajasapariwisata. 

 √  
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5.2.5.2. SDMPariwisata 

Arahkebijakan1:    Optimalisasidan AkselerasiKompetensiSDMPemerintah 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1. Optimalisasikapasitas SDMdiKabupaten 
Sijunjung 

1.1.     Programtechnicalassistance (outsourcing SDM) √   OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata 

1.2. Programmagang(trainingprogram) √ √  

1.3. Programpendidikanpengembangan pariwisata(perencanaan,implementasi,danmonev) 
√ √  

1.4. Benchmarkingterhadap BadanPromosiPariwisataLuarNegeri 

 

√   

2. Mempetakankualifikasi kompetensi SDM 2.1.PemetaankebutuhanjabatandiKabupatenSijunjung √ √ √ 

2.2. Pemetaankebutuhan kualifikasipejabatdanstaff(teknisdannon teknis) √ √ √ 

 
Arahkebijakan2:AkselerasiKualitasInstitusiPendidikanKepariwisataan 

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut: 

 
NO 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM 

 
TAHAPAN PENANGGUNG  JAWAB 

I II III 

1 Memperkuat  institusi 

pendidikanpariwisata 

1.1. Pengembangansaranadanprasaranasekolahpariwisata  jenjang sekolahmenengah,diploma,S1 √ √  OPDyang bertanggung 

jawabdi 

bidangpariwisata   1.2. Pemutakhirankurikulumuntuksemuajenjangpendidikan pariwisatadenganstandar 
internasional(CommonAseanTourism Curriculum,yangbisa mendapatpengakuanUNWTO) 

√   

1.3. Pemutahiran kurikulumuntukprofesitehnis/non gelar(perhotelan, pemanduwisatadll)denganstandar 

internasional. 

√   

1.4.   Penyediaansaranadanprasaranapendidikankepariwisataan bertaraf internasional 
√   

1.5.   Remodifikasikurikulumuntukpenjenjanganprofesipariwisata 

(lisensimuda-madya-utama) 

√   

2. Mengembangkan kerjasamaantara institusi 
pendidikandanindustri pariwisata 

2.1.Kolaborasipemerintah danindustripariwisata  untukprogramCO- OPmahasiswa(magang). √ √  

2.2.   Kolaborasipemerintah danindustripariwisata  dalampenyaluran lulusan. √ √ √ 

2.3.   ProgramApprenticeship(Magang)diinstitusipendidikan pariwisata  danperhotelan 

diluarnegeriuntuktenagapengajar 

√ √ √ 
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Arah kebijakan 3: Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik 

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen) 1.1. Sertfikasi tenaga pendidik Pariwisata √ √  Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang 

bertanggungjawab di bidang 

Pendidikan dan 

kepariwisataan 

1.2. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2 Pariwisata √ √  

1.3. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (Waive of Certification) dalam 

bidang Pariwisata 

√ √  

2. Akselerasi kualitas pendidik 

kepariwisataan. 

2.1.  Pemberian Beasiswa S2 dan S3 bagi Putra Daerah/PNS yang melanjutkan Pendidikan Pariwisata √ √  

2.2. Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi pariwisata  

maupun umum. 

√   

 

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata 

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM 
TAHAPAN 

PENANGGUNG  JAWAB 
I II III 

1. Perancangan jangka panjang kebutuhan 

SDM industri Pariwisata 

1.1. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan 

keterampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan) 

√   Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang 

bertanggungjawab di bidang 

Pendidikan dan 

kepariwisataan 

2. Pemetaan dan pengadaan SDM industri 
ditiap-tiap kawasan wisata 

2.1.   Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan √   

2.2. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM ditiap-tiap kawasan berdasar tema produk 
wisata 

√   

2.3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata dikawasan 
√   

2.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan 
ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan) 

√   

3. Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan 3.1.   Sertfikasi tenaga dibidang kepariwisataan. √   

 

Muaro Sijunjung,  20 Juli  2017 
 

BUPATI SIJUNJUNG, 
 

dto 
 

YUSWIR ARIFIN 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
 
 

WANDRI FAHRIZAL, SH 
Pembina Tingkat I IV/b 

NIP. 19710705 199803 1 011 
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